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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR: 52 /  G.TUN /  2011 /  PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te r ura i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :  

1. YANUARIUS L.  DOUW, SH. ,   kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Perumahan Fur ia  Indah  

Kota  Raja ,  Kota  Jayapura  ;

2. LINUS  DOO,  S.Sos. ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Swasta ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Ujung  Pandang,  Karang  

Mul ia  – Nabi re  ;

Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  

ARIS  BONGGA SALU,  SH. ,  dan  HERMAN BONGGA 

SALU,  SH. ,  kesemuanya  berkewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Advokat  dan  Konsu l t an  

Hukum,  berkan to r  d i  Kanto r  Advokat  dan 

Konsu l t an  Hukum ARIS  BONGGA SALU,  SH. ,  & 

REKAN,  berkedudukan  di  Ja lan  Batu  Karang  

No.  67  A,  Pol imak  I I  -  Kota  Jayapura ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  

08 November  2011;

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i   PARA 

PENGGUGAT ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M e l  a w a n 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOMISI  PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN  DEIYAI ,  berkedudukan  di  

Ja lan  Utama Waghete  – Kabupaten  Deiya i  ;
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Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  

PETRUS P.  ELL,  S.H. ,  RAHMAN RAMLI,  S.H. ,  

EMILIANUS  ELL,  S.H.  dan  YOHANIS  GEWAB, 

S.H. ,  kesemuanya  ber kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan   Advokat /  Pengacara  

dan  Asis ten  Advokat /Pengacara ,   berkan to r  

pada  Kanto r  Advokat  &  Konsu l t an  Hukum 

PIETER ELL,  SH. ,  dan REKAN berkedudukan  di  

Ja lan  Sosia l  -  Padang  Bulan  No.  31  A,  

Dis t r i k  Heram,  Kota  Jayapura ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  18  November  

2011 ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  te l ah  membaca  ;

1. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  52/PEN.MH/2011/PTUN.JPR  Tangga l  

10  November  2011  Tentang  Penetapan  Penun jukan  

Maje l i s  Hakim  ;

2. Surat  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

52/PEN.PP/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  10  November  2011  

Tentang  Penetapan  Har i  dan  Tangga l  Pemer iksaan  

Pers ipan  ;

3. Surat  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

52/G.TUN/2011/PTUN.JPR  Tangga l  15  November  2011  

Tentang  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Lebih  

Lan ju t  Daya  Ber lakunya  Objek  Sengketa  ;

4. Surat  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

52/PEN.HS/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  16  November  2011 

Tentang  Penetapan  Har i  Sidang  ;

5. Telah  memer iksa  berkas  perkara  dan  mendengar  

kete rangan  saks i - saks i  d i  Pers idangan ;
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa Para  Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l   08  November  2011,   yang   d ida f t a r kan   d i  

Kepani te r aan    Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

tangga l  09  November  2011   da lam  Regis te r  Perkara  Nomor:  

52/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  gugatan  mana te lah  dipe r i k sa  mela lu i  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  tangga l  16  

November  2011,  yang  is i  gugatannya  adalah  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam perkara  in i  adalah  :

Surat  Keputusan  Komisi  Pemil ihan  Umum Kabupaten  Deiyai  

Nomor  :  08  Tahun    2011,  tanggal  03  November  2011,  

Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan  Calon  Waki l  Bupat i  

Yang  Dinyatakan  Lulus  Dan  Tidak  Lulus  ;

Bahwa  yang  menjad i  dasar  gugatan  Tata  Usaha  Negara  in i  

ada lah  sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa  ob jek  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di l t e r b i t k an  

oleh  Tergugat  pada  tangga l  03  November  2011  dan  karena  

objek  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  d lke lua r kan  oleh  

Tergugat  pada  tangga l  03  November  2011  dan  gugatan  in i  

d i  a jukan  pada  tangga l  08  November  2011,  jad i  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  

sebaga imana  di  atu r  da lam  keten tuan  Pasa l  55,  Undang-

Undang Nomor.  5 Tahun 1986 Junto  Undang -  Undang Nomor.  

51 Tahun 2009,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

2. Bahwa  pada  tahap  pendaf ta ran  dan  ver i f i k a s i  berkas  

ca lon  dan  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  Para  

Penggugat ,  Tergugat  t i dak  pernah  melaksanakan  

ver i f i k a s i  berkas  dan  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  

Para  Penggugat ,  bahkan  Tergugat  se lama  masa  waktu  
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ver i f i k a s i  berkas  ca lon  dan  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  

kepada  Para  Penggugat ,  Tergugat  te lah  ke lua r  daerah  dan  

meningga lkan  Kantor  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deiya i  da lam  kedaan  kosong  dan  kembal i  ke  Kabupaten  

Deiya i  sete lah  har i  te rakh i r  ver i f i k a s i  berkas  ca lon  

dan dukungan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  Para  Penggugat ;

3. Bahwa Para  Penggugat  sangat  d ipe rsu l i t  o leh  Tergugat ,  

mula i  dar i  pendaf t a r an  baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  sampai  pada  penyerahan  berkas  penca lonan  dan  

berkas  dukungan  dar i  Par ta i  Pol i t i k  kepada  Para  

Penggugat ,  sampai  Tergugat  member i t ahukan  kepada  sta f  

Kanto r  KPU Kabupaten  Deiya i ,  untuk  t i dak  boleh  mener ima  

berkas  ca lon  apapun  dar i  Para  Penggugat ,  jad i  je l as  

Tergugat  sebaga i  penye lenggara  pemi l i han  umum yang  

independen ,  te rbuka  dan  ju j u r  yang  t i dak  boleh  memihak  

kepada  sa lah  satu  ca lon ,  d imana  set i ap  tahapan  yang  

di l akukan  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  /  Kota ,  

has i l nya  harus  dibe r i t a hukan  kepada  semua  kand ida t  

ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i ,  ha l  in i  Tergugat  te lah  

nyata - nyata  melanggar  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum;

4. Bahwa berdasarkan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor.  7  Tahun  2010,  tangga l  10  Mei  2010,  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengenai  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah ,  menegaskan  bahwa  keputusan  a  quo  

ada lah  wewenang Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ;

5. Bahwa  Para  Penggugat  adalah  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  Per iode  Tahun 2011  

— 2016,  yang  d ica lonkan  o leh  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

ya i t u  Par la i  Indones ia  Sejah te i a  (PIS) ,  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  ,  Par ta i  Pemuda  Indones ia  

(PPI ) ,  Par ta i  Golongan  Karya  (Go lka r ) ,  dan  Par ta i  

Gerakan  Indones ia  Raya (Ger i nd ra ) ;

6. Bahwa  Para  Penggugat  d i  usu lkan  oleh  gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  sebanyak  5  ( l ima )  Par ta i  Pol i t i k ,  yang  te l ah  
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memenuhi  persyara tan  pero lehan  dar i  jumlah  kurs i  d i  

DPRD Kabupaten  Deiya i  ya i t u  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

(P IS)  sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  (PKB)  sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  Pemuda 

Indones ia  (PPI )  sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  

Golongan  Karya  (Go lka r )  sebanyak  2  (dua)  kurs i  dan  

Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  (Ger i nd ra )  sebanyak  1 

(sa tu )  kurs i ,  kese lu ruhan  6 (enam)  kurs i  jad i  ada  30 % 

( t i g a  puluh  persen)  dar i  jumlah  kurs i  yang  ada  di  DPRD 

Kabupaten  Deiya i ;

7. Bahwa Para  Penggugat  te l ah  memenuhi  persyara tan  untuk  

mencalonkan  di r i  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  ca lon  Waki l  

Bupat i  Deiya i  Tahun 2011,  karena  te lah  diusu l kan  o ieh  5  

( l ima )  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  dengan  jumlah  30  % dar i  

jumlah  kurs i  d i  DPRD  Kabupaten  Deiya i ,  ha l  in i  

sebaga imana  di  atu r  da lam keten tuan  Undang- Undang Nomor  

12  Tahun  2008  Jo.  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  

Nomor  32  Tahun  2004,  pada  Pasa l  59  ayat  (2 ) ,  yang  

menyatakan  Par ta i  Pol i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  huru f  a  dapat  

mendaf ta rakan  pasangan  ca lon  apab i l a  memenuhi  

persyara tan  pero lehan  sekurang- kurangnya  15  % ( l ima  

belas  persen)  dar i  jumlah  kurs i  DPRD atau  15  % ( l ima  

belas  persen)  dar i  akumulas i  pero lehan  suara  sah  dalam 

pemi l i han  umum  anggota  DPRD  di  daerah  yang  

bersangku tan ;

8. Bahwa  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusu lkan  Para  

Penggugat  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  ca lon  Waki l  Bupat i  

Deiya i  Tahun  2011  ada lah  berdasarkan  sura t  pernya taan  

t i dak  akan  menar i k  dukungan  kepada  Para  Penggugat  

sebaga i  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i ;

9. Bahwa Tergugat  te l ah  mengumumkan pembukaan  pendaf t a ran  

baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Deiya i  per iode  

Hal .  5 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Tahun  2011- 2016,  yang  pada  in t i n ya  menyampaikan  bahwa 

pendaf ta r an  baka l  ca lon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Deiya i ,  

pada  pemi l i han  umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011,  akan  di l aksanakan  

pada tangga l  7 -  13 September  2011;

10. Bahwa  pada  tangga l  13  September  2011  Para  Penggugat  

mendatang i  Sekre ta r i a t  Kantor  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  /  Terguga t  untuk  mendaf ta rakan  d i r i  

sebaga i  baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Deiya i  

per iode  2011 -  2016 dan Para  Penggugat  te lah  mengajukan  

persyara tan  yang  dibu tuhkan  untuk  tahap  /  se leks i  

penca lonan  berupa  berkas  -  berkas  admin is t r a s i  secara  

lengkap ;

11. Bahwa yang  mendaf ta rakan  Para  Penggugat  Ke Sekre ta r i a t  

Kanto r  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  /  

Tergugat  adalah  Ketua  Tim  Sukses ,  Ketua- Ketua  Par ta i  

Koal i s i  pendukung  Para  Penggugat  dan  ca lon  waki l  

Bupat i ,  sedangkan  ca lon  Bupat i  pada  waktu  i t u  t i dak  

bisa  had i r  pada  waktu  pendaf ta ran  karena  cuaca  buruk ,  

jad i  t i dak  ada  pesawat  yang  te rbang  dar i  Nabi re  karena  

ca lon  Bupat i  ber tempat  t i ngga l  d i  Nabi re ;

12. Bahwa  sete lah  proses  pendaf t a r an  baka l  ca lon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  d i  

tu tup ,  Tergugat  t i dak  pernah  melaksanakan  tahapan  

ver i f i k a s i  dan  bahkan  Tergugat  t i dak  pernah  berada  di  

Kanto r  KPU Kabupaten  Deiya i ,  sampai  pada  tangga l  03  

November  2011,  Tergugat  menerb i t kan  ob jek  sengke ta  yang  

te lah  merug ikan  kepent i ngan  po l i t i k  Para  Penggugat ;

13. Bahwa  da lam  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomcr  08  Tahun  2011  atau  objek  

sengketa  ada  dua  ca lon  yang  di l u l u skan  o leh  Tergugat  

yang  t i dak  memenuhi  persyara tan  15  % ( l ima  belas  

persen)  dar i  jumlah  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  Deiya i  

ya i t u  pasangan  ca lon  Bupat i  DANCE TAKIMAI  dan  ca lon  
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Waki l  Bupat i  AGUSTINUS  PIGOME,  A.Md.P  dan  pasangan  

ca lon  Bupat i  YOSEP PEKEI ,  SE dan  ca lon  Waki l  Bupat i  

YAKOBUS TAKIMAI ,  SPd,  kedua  pasangan  in i  d i  usu lkan  

oleh  Par ta i  Pol i t i k  yang  hanya  mendapat  10  % (sepu luh  

persen)  dar i  jumlah  kurs i  yang  ada  di  DPRD Kabupaten  

Deiya i ,  ha l  in i  Tergugat  te lah  melanggar  keten tuan  

Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Jo.  Undang- Undang  

Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  pada  

pasa l  59  ayat  (2 ) ,  ya i t u  harus  memenuhi  persyara tan  15  

% ( l ima  belas  persen)  dar i  jumlah  kurs i  yang  ada  di  

DPRD Kabupaten  Deiya i ;

14. Bahwa  da lam  tahapan  pelaksanaan  pemi l i han  umum Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i ,  mula i  dar i  

pendaf ta r an  baka l  ca lon  dan  pener imaan  pendaf ta ran  

baka l  ca lon  ser ta  ke lengkapan  admin i s t r a s i  dan  berkas  

dukungan  dar i  Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusu lkan  Para  

Penggugat ,  pener imaan  pendaf ta ran  dan pener imaan  berkas  

ca lon  Bupat i  dan  ca lon  Waki l  Bupat i  d i l akukan  send i r i  

o leh  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  dan  

t i dak  pernah  mel iba t kan  anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  yang  la i n ;

15. Bahwa alasan  Tergugat  t i dak  melo loskan  Para  penggugat  

sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Deiya i  per iode  

Tahun  2011  — 2016  ada lah  karena  Para  Penggugat  

te r l ambat  mendaf ta r  dan  ca lon  Bupat i  t i dak  hadi r  pada  

saat  mendaf ta r  tanpa  sura t  te r t u l i s ,  a lasan  in i  sangat  

t i dak  log i s  dan  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah ,  karena  berdasarkan  

keten tuan  Undang  -  Undang  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

bahwa  yang  harus  d i t o l a k  dan  t i dak  lo l os  dalam 

penca lonan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  apabi l a  t i dak  

mencapa i  15  % ( l ima  be las  persen)  dar i  jumlah  kurs i  

Par ta i  /  Gabungan Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusu lkan  baka l  

ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  ada  d i  DPRD 

Kabupaten  Deiya i ,  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  pasa l  
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59  ayat  2,  Undang- Undang  Nomor.  12  Tahun  2008  Jo.  

Undang- Undang Nomor.  32 Tahun 2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah ;

16. Bahwa Para  Penggugat  sudah  je l as  -  je l as  mendaf ta r  pada  

tangga l  13  September  2011,  jad i  masih  da lam  tenggang  

waktu  pendaf t a ran  pasangan  ca lon  yang  diusu l kan  o leh  

par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  dan  

perseorangan ,  ha l  in i  sesua i  dengan  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  06 Tahun 2011,  tangga l  12 Ju l i  

2011,  ten tang  Perubahan  Tahapan,  Program  Dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i ;

17. Bahwa atas  perbua tan  Tergugat  yang  mengeluarkan  objek  

sengketa  Tata  Usaha Negara  je l as - je l as  sangat  merug ikan  

kepent i ngan  pol i t i k  Para  Penggugat ,  karena  ak iba t  

d ike lua r kannya  objek  sengketa  te rsebu t  Para  Penggugat  

keh i l angan  hak  pol i t i k n ya  yang  di l i n dung i  o leh  Undang-

Undang;

18. Bahwa  alasan  Tergugat  menolak  untuk  t i dak  melo loskan  

nama  Para  Penggugat  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Deiya i  ada lah  sama seka l i  t i dak  mendasar  karena  

t i dak  d idukung  oleh  bukt i  data - data  yang  objek t i f ,  

karena  fak tanya  dan  sesua i  dengan  data  yang  objek t i f ,  

Para  Penggugat  te lah  di  usu lkan  oleh  5 ( l ima )  gabungan  

Par ta i  Pol i t i k ,  jad i  ada  30 % ( t i ga  pu luh  persen)  dar i  

jumlah  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  Deiya i ,  yang  te rd i r i  

dar i  Par ta i  Persa tuan  Indones ia  Sejah te ra  (PIS) ,  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB) ,  Par ta i  Pemuda  Indones ia  

(PPI ) ,  Par ta i  Golongan  Karya  (Go lka r )  dan  Par ta i  

Genakan  Indones ia  Raya  (Ger i nd ra ) ,  sebaga imana  

di t egaskan  dalam sura t  pernya taan  dukungan  dar i  Par ta i  

– Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t ;

19. Bahwa  gabungan  Par ta i  po l i t i k  yang  mengusu lkan  Para  

Penggugat  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  ca lon  Waki l  Bupat i  

8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deiya i  Tahun 2011,  Para  Penggugat  dapat  bukt i kan  dengan  

adanya  :

a. Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Indones ia  

Sejah te ra  (PIS)  Nomor  :  0046/SK/DPP- PIS/09- 2011,  

tangga l  06 September  2011,  ten tang  Perse tu j uan  Dukungan  

Terhadap  Pasangan  Calon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

Prov ins i  Papua  Dalam Pemi lu  Kepala  Daerah  Per iode  2011  

— 2016,  Sura t  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Indones ia  

Sejah te ra  Nomor  :  0048/Umum/DPP-PIS/2011 ,  tangga l  13  

September  2011,  per iha l  Penegasan  dan  Pember i t ahuan  

dar i  DPP-PIS,  yang  di tu j u kan  kepada  Ketua  KPUD 

Kabupaten  Deiya i ,  Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  Nomor  :  045/SK/DPP- PIS/08-

2011,  tangga l  08 Agustus  2010,  ten tang  Pembata lan  Sura t  

Keputusan  DPP-PIS  No.  1662/SK/DPP- PIS/04- 2010,  

te r t angga l  12 Apr i l  2010 dan Pengangkatan  Pengurus  Baru  

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

Kabupaten  Deiya i  Prov ins i  Papua;

b. Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  Nomor  :  9880/DPP- 03/V /A .1 /2011 ,  tangga l  29 

September  2011,  ten tang  Penetapan  Yanuar ius  L.  Dou,  S.H 

dan  Linus  Do,  S.Sos  Sebagai  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  2011 -  2016  

Dar i  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa.  Dan Sura t  Mandat  Dewan 

Pengurus  Wilayah  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Tim Maje l i s  

Kete tapan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

DPW PKB Prov ins i  Papua  Penode  Tahun  2010/2011 ,  Nomor  :  

0103/DPW-02/A .2 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  22 Oktober  2011;

c. Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Pemuda 

Indones ia  N0.  35.007 /EX/DPP- PPI / IX /2011 ,  tangga l  26 

September  2011,  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Prov ins i  Papua  

Masa  Bakt i  2011  -  2016,  dan  Sura t  Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Pemuda Indones ia  No.  01/SK/DPC-
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PPI /2011 ,  tangga l  08  Ju l i  2011,  ten tang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Prov ins i  Papua Masa Bakt i  2011 – 2016;

d. Sura t  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  Karya  

Prov ins i  Papua,  Nomor  :  R-039/DPD/P.GOLKAR/P/ IX /2011 ,  

tangga l  26  September  2011,  per iha l  Perubahan  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah ,  yang  di  tu jukan  kepada  Ketua  KPU 

Kabupaten  Deiya i ;

e. Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Gerakan  

Indones ia  Raya,  DPP  Ger ind ra  Nomor  :  32-

1347/Kp ts /DPP.GERINDRA/2011,  tangga l  22 September  2011,  

ten tang  Perse tu j uan  Dukungan  Baka l  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Masa Bhakt i  Tahun  2011  -  

Tahun 2016;

20. Bahwa  t i ndakan  Tergugat  mengeluarkan  objek  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  je l as - je l as  melanggar  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  ya i t u  keten tuan  Pasal  60  ayat  (2 ) ,  

ayat  (3 )  dan ayat  (4 )  Undang- Undang Nomor  32 Tahun 2004  

Jo.  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah,  yang  dapat  d i j e l a s kan  sebaga i  

ber i ku t  :

a. Para  Penggugat  te lah  memasukan  berkas- berkas  yang  

dipe r l u kan  sebaga imana  yang  menjad i  persyara tan  

admin is t r a t i f  yang  di ten tukan  oleh  Pasal  59  Undang  -  

Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Junto  Undang  – Undang  Nomor  

12 Tahun 2008 Tentang  Pemer in tahan  Daerah ;

b. Tergugat  da lam  menerb i t k an  objek  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  t i dak  melakukan  prosedur  tahap  -  tahapan  

sebaga imana  dimaksud  dalam keten tuan  Pasa l  60  ayat  (2 )  

Undang -  Undang Nomor  32 Tahun 2004 Jo.  Undang -  Undang  

Nomor  12 Tahun 2008 ten tang  Pemer in tahan  Daerah ,  d imana  

Para  Penggugat  t i dak  mendapatkan  pember i t ahuan  dar i  
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Tergugat  kepada  Para  Penggugat  dan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mengusu lkan  Para  Penggugat  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Deiya i ,  yang  te r j ad i  jus t r u  Terguga t  

mengeluarkan  ob jek  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

tangga l  03  November  2011,  pada  hal  seharusnya  Tergugat  

member i t ahukan  secara  te r t u l i s  kepada  Pimpinan  Par ta i  

Pol i t i k  atau  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusu lkan  

dan kepada  Para  Penggugat ,  pal i ng  lambat  7 ( tu j uh )  har i  

te rh i t u ng  se jak  tangga l  penutupan  pendaf ta ran ;

c. Tergugat  da lam  menerb i t k an  objek  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  t i dak  melakukan  pene l i t i a n  ulang  ten tang  

ke lengkapan  dan  perba i kan  persya ra tan  pasangan  ca lon  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  60  ayat  (4 )  Undang  -  

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Ncmor  12  

Tahun  2008,  ten tang  Pemer in tahan  Daerah ,  d imana  

seharusnya  Tergugat  member i t ahukan  has i l  pene l i t i a n  

te rsebu t  pa l i ng  lambat  7  ( tu j uh )  har i  kepada  Pimpinan  

Par ta i  Pol i t i k  atau  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mengusu lkan  Para  Penggugat ,  sebe lum  Terguga t  

menerb i t kan  ob jek  sengkata  Tata  Usaha Negara ;

21. Bahwa  berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  dapat  d is impu lkan  

bahwa  t i ndakan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  objek  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  te l ah  melanggar  keten tuan  

Pera tu ran  Parundang  -  Undangan  yang  ber l aku  o leh  karena  

i t u  berdasarkan  keten tuan  Pasal  53  Ayat  (2 )  Undang  -  

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Junto  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

seh ingga  objek  sengketa  Tata  Usaha  Negara  a  quo  patu t  

menuru t  hukum untuk  d iba ta l kan ;

22. Bahwa atas  dasar  ura ian  Para  Penggugat  te r sebu t  d ia tas  

Tergugat  te lah  nyata - nyata  malanggar  azas- azas  umum 

Pemer in tahan  yang  baik  sebaga i  ber i ku t  :

a. Azas  Kecermatan ;
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Bahwa  Terguga t  t i dak  mencermat i  semua  ke lengkapan  

admin is t r a s i  persyara tan  yang  dimi l i k i  o leh  Para  

Penggugat ,  seh ingga  mengak iba t kan  Para  Penggugat  t i dak  

di l o l o s kan  sebaga i  ca lon  te tap  berdasarkan  SK a quo;

b. Azas  Permainan  Yang Layak  (Fa i r  Play ) ;

Bahwa Terguga t  te l ah  berbua t  curang  dengan  semena- mena 

mengambi l  keputusan  yang  mengingkar i  hak  konst i t u s i ona l  

Para  Penggugat  yang  sebenarnya  memenuhi  syara t  da lam 

Penca lonan  Bupat i  Deiya i  Tahun  2011.  (Pasa l  28  I  ayat  

(2 )  UUD 1945) ;

c . Azas  Persamaan;

Bahwa Terguga t  se la i n  melanggar  azas  in i  juga  melanggar  

pr ins i p  Persamaan dimuka  hukum dan pr ins i p  yang  di j am in  

oleh  Konst i t u s i  yakn i  set i ap  warga  Negara  bersamaan  

kedudukannya  dalam  hukum dan  Pemer in tahan  (Pasa l  28  D 

ayat  (3 )  UUD 1945) ;

d. Azas  Larangan  Sewenang – Wenang;

Bahwa Terguga t  te l ah  ber t i ndak  sewenang  -  wenang dengan  

ber laku  semaunya  tanpa  mel iha t  fak ta  bahwa  sebenarnya  

Para  Penggugat  sangat  layak  dan  memenuhi  syara t  

d i t e t apkan  oleh  Terguga t  menjad i  ca lon  Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  Deiya i  Tahun  2011,  bardasarkan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  oleh  Para  Penggugat ;

e. Azas  Larangan  Penya lahgunaan  Wewenang;

Bahwa Terguga t  te l ah  je l as  dan  te rang  menyalahgunakan  

wewenang yang  meleka t  padanya  dengan  ber t i ndak  semaunya  

tanpa  melakukan  ver i f i k a s i  yang  sesua i  dengan  pera tu ran  

yang  ber l aku ;
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23. Bahwa dengan  dike lua rkannya  ob jek  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  oleh  Tergugat ,  je l as  sangat  merug ikan  

kepent i ngan  Para  Penggugat  dan  juga  akan  mengak iba t kan  

adanya  kerug ian  Negara  yang  leb ih  besar  oleh  karena  i t u  

Para  Penggugat ,  mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Jayapura  atau  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  

perkara  sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i ,  berkenan  untuk  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  te rhadap  pelaksanaan  

objek  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  

oleh  keten tuan  Pasa l  67  Ayat  (2 )  dan  Ayat  (3 )  Undang  -  

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Junto  Undang  -  Undang  Nomor  

51 Tahun 2009,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

Bahwa  berdasarkan  se lu ruh  ura ian  di  atas ,  maka  Para  

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengad i i an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  Cq.  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i ,  berkenan  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan  permohonan  penundaan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ;

2. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menundah  pelaksanaan  objek  

sengketa  Tata  Usaha Negara  sampai  perkara  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  in i  berkekua tan  hukum  yang  te tap  ( in  

krahc t ) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  2011,  

tangga l  03  November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  

Bupat i  Dan Calon  Waki l  Bupat i  Yang Dinya takan  Lu lus  Dan 
Hal .  13 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Tidak  Lulus ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08 Tahun  

2011,  tangga l  03 November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  

Bupat i  Dan Calon  Waki l  Bupat i  Yang Dinya takan  Lu lus  Dan 

Tidak  Lulus ;

4. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  baru ,  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  

te tap  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  pada  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  dengan  mencantumkan  Para  

Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  

persyara tan  sebaga i  peser ta  pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  Tahun 2011;

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i ;

Atau  bi l amana  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

Cq.  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  berpendapat  la i n ,  mohon 

putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) ;

Menimbang,  bahwa  atas  Gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  30  November  

2011,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :

Tanggapan Terhadap Gugatan Para  Penggugat  :

1. Bahwa Tergugat  menolak  seluruh  dal i l - dal i l  Gugatan  Para  

Penggugat ,  kecua l i  yang  secara  tegas  dan  nyata  diaku i  

kebenarannya  dalam  pers idangan .  Bahwa  dengan  adanya  

peno lakan  se lu ruh  dal i l  Gugatan ,  maka  Penggugat  waj ib  

membuktikan  seluruh  dal i l  Gugatannya  di  depan  

persidangan.
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2. Bahwa  dalam  Posi t a  angka  1  dan  2  yang  menyatakan  

Tergugat  se lama  masa  Ver i f i k a s i  t i dak  pernah  

melaksanakan  Ver i f i k a s i  adalah  t i dak  benar  dan mengada-

ada  karena  Tergugat  te l ah  melaksanakan  Ver i f i k a s i  

sebaga imana da lam Pera tu ran  KPU No.  13 Tahun 2010;

3. Bahwa  dalam  Posi t a  angka  3  yang  menyatakan  Para  

Penggugat  d i  persu l i t  o leh  Tergugat  da lam  masa 

Pendaf ta ran  sampai  penyerahan  berkas  ada lah  t i dak  benar  

dan  mengada- ada,  karena  Tergugat  beker j a  sesua i  dengan  

jadwal  dan  tahapan  yang  te lah  di t e t apkan  oleh  Terguga t  

seh ingga  sangat  t i dak  bera lasan  apab i l a  Para  Penggugat  

mengatakan  Terguga t  da lam  masa  Pendaf ta ran  sampai  

penyerahan  berkas  Penggugat  d ipe rsu l i t  o leh  Tergugat ;

4. Bahwa da lam Posi t a  angka  4 ten tang  kewenangan  Mengadi l i  

dapat  kami  tanggap i  sebaga i  ber i ku t  bahwa  soa l  

kewenangan  PTUN untuk  memer iksa  perkara  in i  merupakan  

kewenangan  yang  meleka t  secara  Abso lu t  pada  

Per t imbangan  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  in i ,  untuk  

i t u  kami  serahkan  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  

Perkara  in i  untuk  meni la i n ya ;

5. Bahwa da lam  Posi t a  po in  5  dapat  kami  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t :  Bahwa  t i dak  benar  Penggugat  ada lah  Calon  

Kepala  Daerah  dan Calon  Waki l  Kepala  Daerah  karena  yang  

benar  adalah  Penggugat  sebaga i  Bakal  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Bakal  Calon  Waki l  Kepala  Daerah  per i ode  

tahun  2011- 2016  yang  diusung  Koal i s i  Par ta i  Pol i t i k  

yang  dida f t a r kan  ke  Kanto r  KPU Kabupaten  Deiya i  pada  

tangga l  14 September  2011;

6. Bahwa  te rhadap  Posi ta  Penggugat  angka  6  dapat  kami  

tanggap i  sebaga i  ber i ku t :  Bahwa pendaf t a ran  tangga l  14  

September  2011  dukungan  par ta i  pengusung  kepada  

Penggugat  5 Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  :
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- Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  1 (sa tu )  Kurs i  ;

- Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  1 (sa tu )  Kurs i ;

- Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI )  1 (sa tu )  Kurs i ;

- Par ta i  Golongan  Karya  (Go lka r )  2 (dua)  Kurs i ;

- Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  (Ger i nd ra )  1  (sa tu )  

Kurs i ;

7. Bahwa  te rhadap  Posi ta  angka  7,  8,  dan  9  has i l  

ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Terguga t  yang  mel iba t kan  KPU 

Prov ins i  dan  KPU Pusat ,  d ipe ro leh  tanda  fak ta  bahwa 

Par ta i  Pengusung  Penggugat  hanya  1 Par ta i  ya i t u  :

1. Parta i  Indonesia  Sejahtera  (PIS)  1  (sa tu )  Kursi  5  % 

atau  1.300  suara  sah,  sedangkan :

- Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  berdasarkan  has i l  

ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Terguga t  ke  DPP  PKB 

member ikan  dukungan  kepada  Amos  Edoway  dan  Daud 

Pekey;

- Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI )  berdasarkan  has i l  

ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Terguga t  ke  DPP  PPI  

member ikan  dukungan  kepada  Natal i s  Edoway dan Mesak 

Pakage;

- Par ta i  Golongan  Karya  (Go lka r )  berdasarkan  has i l  

ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Terguga t  ke  DPP Par ta i  

Golkar  member ikan  dukungan  kepada  Yosep  Pekey  dan 

Herman Mote ;

- Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  (Ger i nd ra )  berdasarkan  

has i l  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Tergugat  ke  DPP 

Par ta i  Ger ind ra  member ikan  dukungan  kepada  Yan Giyai  
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dan Yakunias  Adi i ;

8. Bahwa da l i l  Penggugat  da lam Posi t a  angka  10  dapat  kami  

tanggap i  sebaga i  ber i ku t :  Bahwa  t i dak  benar  Para  

Penggugat  melakukan  pendaf t a ran  pada  tangga l  13  

September  2011  karena  sampai  d i tu t upnya  pendaf ta ran  

pada tangga l  13 September  2011 puku l  24.00  WIT Tergugat  

t i dak  pernah  mendaf ta r kan  di r i  ke  Kanto r  KPU seh ingga  

Tergugat  melakukan  Rapat  Pleno  Penutupan  Pendaf ta ran  

yang  dihad i r i  Panwaslukada  Kabupaten  Deiya i ,  Kapolsek  

Waghete  maupun Masyarakat  yang  benar  adalah  Penggugat  

dengan  massa memaksa Tergugat  mener ima  pendaf t a r an  pada  

tangga l  14  September  2011  puku l  02.36  WIT dengan  cara  

menghadang  ja l an  yang  akan  di l a l u i  Terguga t  seh ingga  

dengan  ketaku tan  te rpaksa  Tergugat  mener ima  berkas  

Penggugat  yang  mana  je l as - je l as  t i ndakan  Penggugat  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  

Pasa l  14 Ayat  5.  “Masa Pendaftaran  Bakal  Pasangan Calon  

sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2 )  pal ing  lama  7  

( tu juh)  har i  terh i tung  sejak  Pengumuman Pendaf taran  

Bakal  Pasangan Calon” ;

9. Bahwa da lam  Posi t a  angka  11  dapat  kami  tanggap i  bahwa 

Tergugat  t i dak  dapat  mener ima  pendaf ta ran  Para  

Penggugat  karena  pada  saat  Para  Penggugat  datang  ke  

kanto r  Tergugat  hanya  dihad i r i  o leh  Baka l  Calon  Waki l  

Bupat i  sedangkan  Bakal  Calon  Bupat i  t i dak  had i r  tanpa  

alasan  yang  sah  pada  saat  pendaf ta ran  seh ingga  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  17 ayat  1 dan 2 Pera tu ran  KPU 

Nomor  13 Tahun 2010;

10. Bahwa  t i dak  benar  da l i l  Penggugat  da lam  Posi t a  12,  

karena  Terguga t  beker j a  berdasarkan  jadwa l  dan  tahapan  

yang  te l ah  di te t apkan  oleh  Tergugat ;

11. Bahwa  dalam  Posi t a  14  dapat  kami  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t :  Bahwa t i dak  benar  Tergugat  da lam hal  in i  Ketua  

Hal .  17 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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KPU melakukan  tahapan  dan  program secara  pr ibad i  tanpa  

mel iba t kan  Anggota  KPU yang  la i n  karena  Terguga t  secara  

Kolek t i f  melakukan  rapa t  p leno  set i ap  mengambi l  

keputusan  seh ingga  dal i l  Para  Penggugat  patu t  d i  

kesampingkan  karena  t i dak  berdasar  hukum;

12. Bahwa dalam Posi t a  15,  16 dan  17 kami  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t :  Bahwa  Tergugat  melakukan  tugasnya  sesua i  

dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  karena  apa  

yang  di l akukan  oleh  Para  Penggugat  ber ten tangan  dengan  

Pasa l  14 Ayat  5 dan Pasa l  17 Ayat  1 dan 2 Pera tu ran  KPU 

Nomor  13 Tahun 2010;

13. Bahwa dalam Posi t a  18 dan  19 dapat  kami  tanggap i  bahwa 

sete lah  melakukan  Tahapan  Ver i f i k a s i  Faktua l  te rhadap  

gabungan  Par ta i  Pengusung  Para  Penggugat  te rnya ta  hanya  

1 Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  Parta i  Indonesia  Sejahtera  yang  

sah  member ikan  dukungan  kepada  Para  Penggugat  sedangkan  

yang  la i n  t i dak  member i kan  dukungan  kepada  Para  

Penggugat  sebaga imana  jawaban  angka  7 ( tu j uh )  dia tas ;

14. Bahwa dalam Posi t a  20,  21 dan  22 kami  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t :  Bahwa Tergugat  te l ah  melakukan  tugasnya  sesua i  

dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun  2010  dan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  seba l i k nya  apa  yang  

di l akukan  oleh  Para  Penggugat  te l ah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  karena  apa  

yang  di l akukan  oleh  Para  Penggugat  ber ten tngan  dengan  

Pasa l  14 Ayat  5 dan Pasa l  17 Ayat  1 dan 2 Pera tu ran  KPU 

Nomor  13 Tahun 2010;

15. Bahwa  dalam  Posi t a  23  dapat  kami  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t :  Bahwa Tergugat  sangat  menolak  adanya  penundaan  

dalam perkara  in i ,  karena  penundaan  ber ten tangan  dengan  

ketentuan  Pasal  67  ayat  (1 )  Undang- Undang No.  5  Tahun 

1986 ;
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Berdasarkan  ura ian- ura ian  tersebut  diatas ,  mohon  kepada  

Hakim Pemeriksa  Perkara  in i  untuk  memutuskan sebagai  ber ikut  

:

DALAM PENUNDAAN ;

MENOLAK  penundaan  dalam  perkara  in i  karena  te lah  

bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  67  ayat  (1 )  Undang-

Undang No.  5 Tahun 1986.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima seluruh  Jawaban Tergugat ;

2. Menolak  Gugatan  Para  Penggugat  karena  Gugatan  t ida  

berdasar  hukum,  atau  set idak- t idaknya  menyatakan  

Gugatan Tidak  Dapat  Diter ima ;

3. Menyatakan  SAH dan  BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan  

Komisi  Pemil ihan  Umum Kabupaten  Deiyai  Nomor:  8  Tahun 

2011  tanggal  03  November  2011  Tentang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan Calon Waki l  Bupat i  yang dinyatakan  Lulus  dan 

Tidak  Lulus ;

4. Menyatakan  Para  Penggugat  t idak  dapat  memenuhi  

Persyaratan  untuk  di  te tapkan  oleh  Tergugat  sebagai  

Pasangan Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Tahun 2011  ;

5. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  yang 

t imbul  dalam perkara  in i  ;

Atau  j i k a  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i  berpendapat  

la i n ,  mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  berdasarkan  

Ketuhanan  Yang Maha Esa;
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to  kop i  sura t  -  sura t  bermate ra i  cukup  yang  te l ah  

dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo to  kop inya  dan dibe r i  tanda  

P- 1 sampai  dengan  P- 22,  seh ingga  dapat  d i te r ima  sebaga i  a la t  

bukt i  yang  sah dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i

P- 1

:

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deiya i  N0.  8  Tahun  2011,  Tangga l  3  November  

2011,  ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan Calon  

Waki l  Bupat i  Yang  Dinya takan  Lulus  Dan  Tidak  

Lulus ;

2. Bukt i  P- 2  

:  

Daf ta r  Tanda  Ter ima  Penyerahan  Dokumen Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  Dan   Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  2011- 2016  Yang  Diusung  Dar i  

Par ta i  Pol i t i k ,  tangga l  13  September  2011,  o leh  

KPU Deiya i ;

3. Bukt i  P- 3

:

Sura t  Keterangan  Kepala  Dinas  Perhubungan,  

Komunikas i  Dan  In fo rmat i ka  Kabupaten  Nabi re ,  

Tangga l  16 September  2011;

4. Bukt i  P- 4

:
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Ber i t a  Acara  yang  dibua t  o leh  KPU Deiya i  Nomor :  

55/BA- KPU/D/VI I / 2011 ,Tangga l  29   Oktober  2011  

dan lampi ranya ;

5. Bukt i  P- 5  

:

Tanda  te r ima  Formul i r  Model  B KWK.  KPU-Parpo l ,  

Formul i r  Model  B1.B8  KWK.KPU Parpo l ,  Formul l r  

Model  BB1- BB4 KWK.KPU-Parpo l ,  Formul i r  Model  BB6 

KWK.KPU-Parpo l ,  Formul l r  Model  BB10—BB11 

KWK.KPU-Parpo l ,  Sura tKe te rangan  t i dak  memi l i k i  

utang  dan  Sura t  Keterangan  t i dak  pernah  

dip i dana ,  yang  d i t e r ima  Oleh  KPU Deiya l  pada  

tangga l  4 Oktober  2011 Dan berser t a  Iampi ran ;

6. Bukt i  P- 6  

:  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB) ,  No.  9080/DPP-

03/V /A .1 / IX / 2011 ,  tangga l  29  September  2011,  

Tentang  Penetapan  Yanuar ius  L.  Dou,  S.H.  Dan 

Linus  Do,  S.Sos  Sebaga i  Pasangan  Calon  Bupat i  

Dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  Tahun  

2011- 2016 dar i  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa;

7. Bukt i  P- 7  

:  Sura t  Dewan  Pengurus  Wi layah  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Prov ins i  Papua,  Nomor  :  

0906/DPW-02/V /A .1 / IX / 2011 ,  tangga l  28  September  

2011,  per iha l  Permohonan;

8. Bukt i  P- 8  
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:  

Sura t  Keputusan  Konvens i  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  DPC-PKB  Kabupaten  Deiya i  No.03/DPC-

2/A.2 /V I / 2011 ,  tangga l  19  Jun i  2011,  ten tang  

Pengukuhan  Sikap  Dan  Rekomendas i  DPC-PKB Pada 

Pi l kada  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  Dan 

Iampi rannya ;

9. Bukt i

P- 9

:

Sura t  Mandat  dar i  DPW PKB Prov ins i  Papua Nomor :  

0103/DPW-02/A .2 / I I I / 2 0 11 , t a ngga l  22  Oktober  

2011;

10. Bukt i

P- 10

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Pemuda Indones ia ,  No.  35.007 /EX/DPP- PPI / IX /2011 ,  

tangga l  26  September  2011,  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  Dan  Calon  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  Prov ins i  Papua Masa Bakt i  2011-

2016 dan Iampi rannya ;

11. Bukt i

P- 11

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  

Pemuda  Indones ia  No.  008/SK/DPD- PPI /V I I I / 2 011  
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tangga l  28  September  2011, ten tang  Penetapan  

Pasangan Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Prov ins i  Papua  Masa Bakt i  2011- 2016  Dan 

Iampi rannya ;

12. Bukt i

P- 12

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Pemuda  Indones ia ,  No.  01/SK/DPC- PPI /2011 ,  

tangga l  08  Ju l i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  Dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Prov ins i  Papua Masa Bakt i  2011- 2016;

13. Bukt i

P- 13

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  No.  0046/SK/DPP- PIS/09- 2011,  

Tangga l  06  September  2011,  Tentang  Perse tu juan  

Dukungan  Terhadap  Calon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

Prov ins i  Papua  Dalam  Pemi lu  Kepala  Daerah  

Per iode  2011 -  2016 dan Iampi rannya ;

14. Bukt i

P- 14

:

Sura t  Penganta r  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (DPC  -  PIS)  Kabupaten  

Deiya i ,  No.  002/DPC- PIS/V I I I / 2 011 ,  Tangga l  15  

Agustus  2011  dan  Sura t  Rekomendas i  Pimpinan  
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Cabang  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (DPC- PIS)  

Kabupaten  Deiya i  N0.  004/DPC- PIS/V I I I / 2 010 ,  

tangga l  19 Agustus  2011;

15. Bukt i

P- 15

:

Sura t  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prov ins i  Papua,  N0.  R-

039/DPD/P.Go lka r /P / IX / 2011 ,  tangga l  26 September  

2011,  per iha l  Perubahan  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah ,  yang  di tu j u kan  Kepada  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i ;

16. Bukt i

P- 16

:

Sura t  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prov ins i  Papua,  N0.  R-

038/DPD/PG/P/ IX /2011 ,  tangga l  27 September  2011,  

per iha l  Pengesahan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i ,  yang  Di tu j ukan  Kepada  Ketua  

DPD Par ta i  Golkar  Kabupaten  Deiya i ;

17. Bukt i

P- 17

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Gerakan  Indones ia  Raya DPP Ger ind ra  Nomor  :  32-

1347/Kp ts /DPP.  Ger ind ra /2011 ,  tangga l  22 

September  2011,  ten tang  Perse tu j uan  Dukungan  

Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

24
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Deiya i  Masa Bhakt i  Tahun 2011 Tahun 2016;

18. Bukt i

P- 18

:

Sura t  Rekomendas i  Dewan Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Ger ind ra  Kabupaten  Deiya i  No.  16/DPC Ger ind ra  -  

DX/REK. /K - WS/2011,  tangga i  5 September  2011;

19. Bukt i

P- 19

:

Sura t  Pernya taan  dan  atau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  Tidak  Menar i k  /  Mencabut  Dukungan  

Penca lonan  Atas  Pasangan Calon  Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  Tahun 2011,  

tangga i  6 September  2011 ;

20. Bukt i

P- 20

:

Sura t  Rekomendas i  dar i  Pani t i a  Pengawas 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Deiya i ,  N0.  

06/SR/PANWAS/2011, tangga l  10 Nopember  2011;

21. Bukt i

P- 21

:
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Ber i t a  Acara  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deiya i  No.  28/BA/KPU/D/P/V I I / 2 011 ,  tangga l  12  

Ju l i  2011,  ten tang  Perubahan  Tahapan,  Program 

Dan Jadwal  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  

dan Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  

06  Tahun  2011,  tangga l  12  Ju l i  2011,  Tentang  

Perubahan  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  ;

22. Bukt i

P- 22

:

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deiya i  N0.  8  Tahun  2011,  Tangga l  3  November  

2011,  ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan Calon  

Waki l  Bupat i  Yang  Dinya takan  Lulus  Dan  Tidak  

Lulus ;

Menimbang,  bahwa disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Para  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  7  ( tu j uh )  

orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member i kan  kete rangannya  

dibawah  sumpah  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Saks i  :  KENNY  IKOMOU  :

- Bahwa saks i  ada lah  Ketua  Dewan Syuro  DPC PKB Kabupaten  

Deiya i  ;

- Bahwa  saks i  menyetahu i  j i k a  d i  DPRD Kabupaten  Deiya i  

PKB  mempunya i  1  (sa tu )  Kurs i  Dewan  ;
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- Bahwa saks i  te l ah  member ikan  dukungan  kepada  pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Deiya i  atas  nama 

Yanuar i us  Douw  dan  Linus  Do  ;

- Bahwa saks i  i ku t  pada  saat  pendaf t a r an  pasangan  ca lon  

di  kanto r  KPU  Kabupaten  Deiya i  pada  tangga l  13 

September  2011  ;

- Bahwa pada  saat  pendaf ta r an  te rsebu t ,  saks i ,  Team dan  

Par ta i  pendukung  la i nnya  sudah  datang  se jak  pag i ,  namun 

baru  d i t e r ima  dan  dida f t a r  sete lah  lewat  jam 12  malam,  

namun  waktu  past i n ya  saks i  lupa  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  j i ka  Januar i us  Douw  sebaga i  

Calon  Bupat i ,  pada saat  melakukan  pendaf t a r an  t i dak  ada  

di  Waghete ,  karena  t i dak  ada penerbangan  ke  Deiya i  pada  

tangga l  te rsebu t  ;

- Bahwa  saks i  menyaks ikan  keg ia tan  Tergugat  tangga l  29  

Oktober  2011  yang  meminta  untuk   menghadi r kan  Pengurus  

Par ta i  t i ngka t  Prov ins i  maupun Tingka t  Pusat ,  dan  yang  

had i r  mewaki l i  PKB ada lah  Sdr .  Andok ia  wenda  sebaga i  

ketua  Team Desk  Pemenangan  Pi l kada  t i ngka t  Prov ins i  

Papua,  yang  juga  sebaga i  Waki l  Ketua  DPW PKB Prov ins i  

Papua;

- Bahwa saks i  mengetahu i  bahwa Amos Edoway  sebaga i  co lon  

yang  dica lonkan  o leh  PKB,  te lah  dimin ta  untuk  

diba ta l kan  oleh  DPW PKB Prov ins i  Papua,  dan mengusu lkan  

Para  Penggugat  sebaga i  baka l  pasangan  ca lon ;
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- Bahwa saks i  sebaga i  Ketua  Dewan Syuro  mendapat  mandat  

langsung  dar i  ketua  dan  sekre ta r i s  Tim  Maje l i s  

Penetapan  DPW PKB,  untuk  mewaki l i  DPC PKB Kabupaten  

Deiya i  agar  mencalonkan  Para  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  kena l  dengan  Amos Edoway  dan  Ber ta  Ukago 

sebaga i  ketua  dan  sekre ta r i s  Dewan  Tanf i dz  DPC PKB 

Kabupaten  Deiya i  ;

- Bahwa saks i  juga  mengenal  Drs .  H.  Hiam Sal im  sebaga i  

sa lah  satu  Ketua  DPP  PKB  Pusat  ;

2. Saks i  :  ANDOKIA  WENDA  ;

- Bahwa  saks i  ada lah  ketua  Team  Pemenangan  Pi l kada  

t i ngka t  Prov ins i  Papua,  yang  juga  sebaga i  Waki l  Ketua  

DPW  PKB  Prov ins i  Papua;

- Bahwa saks i  pernah  dimin ta  untuk  melakukan  k la r i f i k a s i  

dukungan  te rhadap  dukungan  kepada  Para  Penggugat  

tangga l  29  Oktober  2011  ;

- Bahwa benar  saks i  mengeluarkan  sura t  kepada  ketua  Dewan 

Syuro  untuk  mewaki l i  DPC PKB  agar  mengajukan  Para  

Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  yang  d idukung  oleh  PKB 

;

- Bahwa pada  per temuan  tangga l  29  Oktober  2011,  te rnya ta  

ada  5  ( l ima )  Par ta i  Pendukung  yang  datang  untuk  

mendukung  Para  Penggugat  ya i t u ,  PKB,  Golkar ,  PPI ,  

Ger ind ra  dan  PIS  ;
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- Bahwa  saks i  t i dak  mel iha t  adanya  dukungan  ganda  pada  

saat  d i l akukan  k la r i f i k a s i  tangga l  29  Oktober  2011  

te rsebu t  ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  da lam  PKB hanya  ada  PKB vers i  

Muhaimin ,  dan  saks i  juga  mengenal  Amos Edoway  sebaga i  

ketua  Dewan  Tanf idz  DPC  Kabupaten  Deiya i  ;

3. Saks i  :  AMATUS  MOTE  ;

- Bahwa saks i  ada lah  ketua  DPC PIS  Kabupaten  Deiya i  se jak  

tahun  2010  sampai  saat  in i  ;

- Bahwa  saks i  menyetahu i  bahwa  pada  DPRD Kabupaten  

daiya i ,  PIS  mempunyai  1  (sa tu )  Dewan  ;

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  member ikan  dukungan  la i n  pada  

pasangan  ca lon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

se la i n  pada  Para  Penggugat  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  je l as  apa  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  di  PTUN  Jayapura  dalam  perkara  yang  

disengke takan  oleh  Para  Penggugat  ;

- Bahwa saks i  had i r  pada  saat  pengumuman pasangan  ca lon  

yang  lu l us  dan yang  dinya takan  t i dak  lu l us  pada tangga l  

03  November  2011,  dan  saks i  mendengar  send i r i  bahwa 

pada  saat  pengumuman te rsebu t  ada  pasangan  ca lon  yang  

dinya takan  lu l us  dengan  10%  sa ja  ;

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  mel iha t  ob jek  sengketa  secara  
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langsung ,  namun  saks i  hanya  mendengar  pada  saat  

d ibacakan  secara  te rbuka  o leh  Tergugat ;

4. Saks i  :  AMERIUS  DOUW  ;

- Bahwa  saks i  ada lah  Ketua  Team  sukses  pemenangan  

Pasangan  Calon  Yanuar i us  Douw  /  L inus  Do  ;

- Bahwa  saks i  bersama  dengan  anggota  team  la i nnya  dan  

Gabungan  Par ta i  Pendukung  Para  Penggugat  te lah  

mendaf ta r kan  Para  Penggugat  di  Kantor  Terguga t  tangga l  

13  September  2011  ;

- Bahwa  pada  saat  melakukan  pendaf ta ran  tangga l  13  

September  2011,  saks i  bersama  dengan  anggota  team 

la i nnya  dan  Gabungan  Par ta i  Pendukung  Para  Penggugat  

te lah  datang  pada  pagi  har i  ;

- Bahwa  benar  pada  saat  melakukan  pendaf ta ran ,  Sdr .  

Yanuar i us  Douw t i dak  berada  d i  Deiya i ,  karena  t i dak  ada  

penerbangan  har i  i t u  yang  disebabkan  oleh  cuaca  buruk  ;

- Bahwa  Terguga t  mener ima  dan  malakukan  pendaf ta r an  

sete lah  jam  12  Malam,  har i  te rakh i r  pandaf t a ran  tanpa  

dihad i r i  o leh  Yanuar ius  Douw  sebaga i  Calon  Bupat i ,  

sedangkan  Calon  Waki l  Bupat i  had i r  bersama  dengan  

Par ta i  Pendukung  ;

- Bahwa  oleh  karena  t i dak  sempat  datang  pada  har i  

te rakh i r  pendaf t a r an  yang  disebabkan  dengan  t i dak  

adanya  penerbangan  menuju  Deiya i ,  maka pada  tangga l  14  

September  2011  Yanuar i us  Douw te l ah  melapor  pada  Dinas  

Perhubungan  Kabupaten  Nabi re  untuk  d i t e r b i t k an  Sura t  
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Keterangan ,  sebaga imana  yang  d imaksudkan  dalam Pasal  17  

Pera tu ran  KPU  Nomor  13  Tahun  2010  ;

- Bahwa Sura t  Keterangan  dimaksud  te l ah  d i t e rb i t k an  oleh  

Kanto r  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Nabi re  pada  tangga l  

16  September  2011,  dan  te lah  pu la  dise rahkan  kepada  

Tergugat  beberapa  har i  kemudian  ;

- Bahwa  j i ka  per ja l anan  di tempuh  dengan  ber ja l an  kak i ,  

maka waktu  tempuh  dar i  Nabi re  sampai  d i  Deiya i  anta ra  

12  Jam  sampai  dengan  24  jam,  te rgan tung  cuaca  ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  secara  past i  yang  mendukung  Para  

Penggugat  ada  5  ( l ima)  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  

Par ta i  Golkar ,  Ger ind ra ,  PIS,  PKB dan  Par ta i  PPI  ;

- Bahwa  pada  saat  melakukan  pendaf ta ran ,  saks i  

menyaks ikan  Ketua  KPU  Kabupaten  Deiya i  menyerahkan  

Tanda  Ter ima  Berkas ,  tangga l  13  September  2011  ;

 

5. Saks i  :  KOLIN  MOTE  ;

- Bahwa  saks i  ada lah  Ketua  DPC Par ta i  Pemuda  Indones ia  

Kabupaten  Deiya i ,  se jak  tahun  2010  ;

- Bahwa  DPC PPI  Kabupaten  Deiya i  te l ah  mendukung  Para  

Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i  ;

- Bahwa  sepengetahuan  saks i  t i dak  pernah  ada  dukungan  
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la i n  yang  dibe r i k an  kepada  pasangan  ca lon  la i nnya  ;

- Bahwa Dewan Pimpinan  PPI  t i ngka t  atas  te l ah  member i kan  

dukungannya  kepada  Para  Penggugat ,  bukt i nya  pada  

tangga l  29  Oktober  2011  Ketua  DPD PPI  Prov ins i  Papua 

te lah  datang  send i r i  atas  pember i t ahuan  yang  

disampaikan  oleh  Tergugat  untuk  melakukan  k la r i f i k a s i  

berka i t an  dengan  dukungan  kepada  Para  pasangan  Calon  ;

6. Saks i  :  YUNUS  BADI I  ;

- Bahwa saks i  ada lah  Ketua  DPC Par ta i  Ger ind ra  Kabupaten  

Deiya i  ;

- Bahwa  saks i  te l ah  mengajukan  dukungan  kepada  Para  

Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  untuk  menggunakan  

Ger ind ra  sebaga i  perahu  po l i t i k  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  member ikan  dukungan  la i n  

se la i n  kepada  Para  Penggugat  ;

- Bahwa  saks i  menyaks ikan  keg ia tan  Tergugat  tangga l  29  

Oktober  2011  yang  meminta  untuk   menghadi r kan  Pengurus  

Par ta i ,  dan  yang  had i r  mewaki l i  Ger ind ra  ada lah  saks i  

send i r i  ;

- Bahwa saks i  i ku t  pada  saat  pendaf t a r an  pasangan  ca lon  

di  kanto r  KPU  Kabupaten  Deiya i  pada  tangga l  13 

September  2011  ;

- Bahwa pada  saat  pendaf ta r an  te rsebu t ,  saks i ,  Team dan  

Par ta i  pendukung  la i nnya  sudah  datang  se jak  pag i ,  namun 
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baru  d i t e r ima  dan  dida f t a r  sete lah  lewat  jam 12  malam,  

namun  saks i  t i dak  inga t  waktu  past i nya  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  j i ka  Yanuar ius  Douw  sebaga i  

Calon  Bupat i ,  pada  saat  melakukan  pendaf t a r an  t i dak  

ada,  karena  t i dak  ada  penerbangan  ke  Deiya i  pada  

tangga l  te rsebu t  Yanuar ius  Douw pada saat  i t u  berada  di  

Nabi re  ;  

7. Saks i  :  ISAK  RUMBARAR  ;

- Bahwa saks i  ada lah  Waki l  Sekre ta r i s  DPD I  Par ta i  Golkar  

Prov ins i  Papua  ;

- Bahwa  saks i  member ikan  kesaks ian  karena  dipe r i n t ahkan  

secara  l i san  oleh  Sekre ta r i s  DPD I  Par ta i  Golkar  

Prov ins i  Papua  agar  member ikan  kesaks ian  dipe rs i dangan  

dan  t i dak  membawa  sura t  tugas  ;

- Bahwa  benar  Par ta i  Golka r  pada  awalnya  member ikan  

dukungan  pada  Yosep  Peke i  untuk  menggunakan  Par ta i  

Golkar ,  namun  sete lah  dipe rha t i k an ,  te rnya ta  Yosep  

Peke i  t i dak  dapat  menggandeng  Par ta i  la i nnya  agar  

mendukungnya  ;

- Bahwa sepengetahuan  saks i  bahwa dengan  hanya  mempero leh  

2  (dua)  kurs i  d i  DPRD,  maka  Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Deiya i  hanya  mempunyai  10% dukungan,  i t u  berar t i  yang  

bersangku tan  t i dak  lu l us  da lam  proses  penca lonan  

dimaksud  ;

- Bahwa  oleh  karena  hanya  mengatong i  10% sa ja ,  maka 
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Par ta i  Golkar  te l ah  mengal i hkan  dukungan  kepada  Para  

Penggugat  yang  sudah  past i  lu l us  dukungan  min ima l  15% ;

- Bahwa  penga l i han  dukungan  di l akukan  sete lah  DPD I  

Par ta i  Golkar  melakukan  Rapat  yang  dip imp in  o leh  Ketua  

DPD  I  send i r i  ;

- Bahwa  saks i  mengenal  Sdr .  Klemens  Mis i ro  sebaga i  

Pengurus  DPD  I  Golkar  Prov ins i  Papua,  seka l i gus  

menjaba t  sebaga i  Koord ina to r  Pemenangan  Pemi l i han  

Tingka t  Prov ins i  Papua  ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  bahwa Sdr .  Klemens  Mis i ro  pernah  

datang  di  Deiya i  untuk  melakukan  k la r i f i k a s i  dukungan  

yang  dibe r i k an  te rhadap  Pi l kada  Kabupaten  Deiya i  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i  buk t i  te r t u l i s  

berupa  fo to  kop i  sura t  sura t  bermate ra i  cukup  yang  te lah  

dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo to  kop inya  dan dibe r i  tanda  

T - 1  sampai  dengan  T -  11,  seh ingga  dapat  d i te r ima  sebaga i  

a la t  bukt i  yang sah dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i  T- 1

:

Ber i t a  Acara  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Rekomendas i  Dukungan  Terhadap  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  Tahun  

2011 Parta i  Kebangki tan  Bangsa (PKB)  berdasarkan  

has i l  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Tergugat  ke  DPP 

PKB yang  member ikan  dukungan  kepada   Amos Edoway 

dan Daud Pekey  ;
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2. Bukt i  T- 2

:

Ber i t a  Acara  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Rekomendas i  Dukungan  Terhadap  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  Tahun  

2011  Parta i  Pemuda Indonesia  (PPI )  berdasarkan  

has i l  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Tergugat  ke  DPP 

PPI  member ikan  dukungan  kepada  Nata l i s  Edoway 

dan Mesak Pakage;

3. Bukt i  T- 3

:

Ber i t a  Acara  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Rekomendas i  Dukungan  Terhadap  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  Tahun  

2011  Parta i  Golongan Karya  (Golkar )  berdasarkan  

has i l  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Tergugat  ke  DPP 

Par ta i  Golkar  member ikan  dukungan  kepada  Yosep 

Pekey dan Herman Mote ;

4. Bukt i  T- 4

:

Parta i  Gerakan  Indonesia  Raya  (Ger indra )  

berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  

Tergugat  ke  DPP  Par ta i  Ger ind ra  member ikan  

dukungan  kepada  Yan Giyai  dan Yakunias  Adi i .

5. Bukt i  T- 5

:

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  
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Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Telah  

Memenuhi  Syara t  dan Tidak  Memenuhi  Syara t ;

6. Bukt i  T- 6  

:

Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i  Nomor  02  Tahun  

2011  Tentang  Penetapan  Tahapan,  Program  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  

Per iode  2011- 2016;

7. Bukt i  T- 7

:

Ber i t a  Acara  Pleno  Penutupan  Pendaf ta ran  pada  

tangga l  13 September  2011 puku l  24.00  WIT;

8. Bukt i  T- 8

:

Rekomendas i  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2011- 2016,  Par ta i  Ger ind ra  Nomor:  

03- 197/P ILKADA/DPP- GERINDRA/2011,  kepada  Yan 

Giya i  S.Sos,  MT sebaga i  Baka l  Calon  Bupat i  

Deiya i  dan  Yakunias  Adi i  sebaga i  Baka l  Calon  

Waki l  Bupat i  Deiya i ;

9. Bukt i  T.  9

:

Rekomendas i  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2011- 2016,  Par ta i  Ger ind ra  Nomor:  

09- 036/P ILKADA/DPD-GERINDRA/2011,  kepada  Yan 

Giya i  S.Sos,  MT sebaga i  Baka l  Calon  Bupat i  
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Deiya i  dan  Yakunias  Adi i  sebaga i  Baka l  Calon  

Waki l  Bupat i  Deiya i ;

10. Bukt i  T.  10

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

GERINDRA Nomor:  05- 0594/Kp ts /DPP- GERINDRA/2011  

Tentang  Susunan  Persona l i a  Dewan Pimpinan  Cabang 

Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  Kabupaten  Deiya i  

Prov ins i  Papua;

11. Bukt i  T.  11

:

Sura t  Penca lonan  Model  B- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  

yang  mendukung  JANUARIUS  L.  DOU,  SH sebaga i  

Calon  Kepala  Daerah  dan  LINUS DO,  S.Sos  sebaga i  

Calon  Waki l  Kepada Daerah;

Menimbang,  bahwa disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Tergugat  juga  te l ah  mengajukan  2 (dua)  orang  saks i  

d i  pers i dangan  dan  yang  member ikan  kete rangannya  dibawah  

Sumpah hanya  saks i  atas  nama  Radius  Simbolon,  SE.  MBA.,  

sedangkan  saks i  atas  nama  Pi lemon  Badi i  t i dak  diambi l  

sumpahnya  karena  masih  mempunyai  hubungan  ker j a  dengan  

Tergugat ,  yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Saks i  :  RADIUS  SIMBOLON,  SE.  MBA.  :

- Bahwa  saks i  ada lah  Waki l  Ketua  DPD Par ta i  Ger ind ra  

Prov ins i  Papua  ;

- Bahwa saks i  mengatahu i  j i k a  ketua  DPC Par ta i  Ger ind ra  

Kabupaten  Deiya i  ada lah  Mart i nus  Adi i  dan  Sekre ta r i s  

ada lah  Yopi  Dogopia  yang  diangka t  sebaga i  p impinan  DPC 
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se jak  bulan  Mei  2011  ;

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Yunus  Badi i  sebaga i  Mantan  

Katua  DPC  Par ta i  Ger ind ra  Kabupaten  Deiya i  ;

- Bahwa DPD Par ta i  Ger ind ra  Prov ins i  Papua  t i dak  pernah  

member i t ahukan  kepada  pengurus  yang  te lah  digan t i  bahwa 

kepengurusannya  te l ah  digan t i ,  karena  i t u  merupakan  

kewenangan  DPC  Par ta i  Ger ind ra  Kabupaten  ;

- Bahwa  pergan t i an  kepengurusan  merupakan  kewenangan  

mut lak  dar i  Ketua  Dewan  Pembina  kapanpun  dan  kepada  

s iapapun  yang  digan t i  merupakan  hak  mut lak  dar i  Ketua  

Dewan  Pembina  ;

- Bahwa  pergan t i an  juga  mempunyai  mekanisme  send i r i  ;

- Bahwa  pergan t i an  pengurus  pada  DPC Par ta i  Ger ind ra  

Kabupaten  Deiya i  d isebabkan  oleh  t i dak  adanya  kanto r  

Sekre ta r i a t  Par ta i  ;

- Bahwa  saks i  tahu  j i k a  DPC Par ta i  Ger ind ra  Kabupaten  

Deiya i  te l ah  member ikan  dukungannya  kepada  pasangan  

ca lon  Yan  Giay i  /  Yakun ias  Adi i  ;

- Bahwa mekanisme  Par ta i  yang  ber laku  ada lah  yang  berhak  

menjad i  ca lon  dar i  Par ta i  Ger ind ra  harus  mendapat  

perse tu j uan  Ketua  Dewan  Pembina  Pusat  ;

- Bahwa  saks i  pernah  datang  ke  kanto r  Tergugat  untuk  

melakukan  k la r i f i k a s i  te rhadap  penca lonan ,  bahwa 

kepengurusan  t i ngka t  Kabupaten ,  Prov ins i  maupun  Pusat  
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te lah  merekomendas ikan  dukungan  kepada  Yan  Giay i  /  

Yakun ias  Adi  dan  bukan  kepada  Para  Penggugat  ;

2. Saks i  :  PILEMON  BADII  ;

- Bahwa  saks i  ada lah  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

dipe rban tukan  d i  Kanto r  KPU  Kabupaten  Daiya i  ;

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  Para  Penggugat  datang  

mendaf ta r  d i  kanto r  Tergugat  sudah  pada  Puku l  02.30  

WIT.  tangga l  14  September  2011,  sete lah  Tergugat  

melakukan  pleno  penutupan  masa  pendaf ta ran  ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  saat  Para  Penggugat  mendaf ta r  d i  

kanto r  KPU Deiya i  pada  Pukul  02.30  WIT.  tangga l  14  

September  2011,  saks i  t i dak  mel iha t  Baka l  Calon  Bupat i  

ya i t u  Januar i us  L.  Douw,  SH.  ;

- Bahwa  saks i l ah  yang  menget i k  ob jek  sengketa ,  yang  

di l akukan  dengan  te rbu ru - buru  karena  te l ah  dimin ta  o leh  

massa  pada  saat  i t u  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Pihak  te lah  d ibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  kes impu lan  namun baik  Para  Penggugat  maupun 

Tergugat  menyatakan  d ipe rs i dangan  tangga l  08  Desember  2011  

t i dak  mengajukan  kes impu lannya  ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  i n  

casu  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Pihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan ,  o leh  karena  
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i t u  Maje l i s  Hakim  dapat  mengambi l  Putusan  berdasarkan  

per t imbangan  hukum sebaga imana  diu ra i kan  dibawah in i  ;

TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM   :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  Gugatan  Para  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  diu ra i kan  dalam  duduk  

perkaranya  te rsebu t  d ia tas  ;  

Menimbang,  bahwa  yang  dimin takan  Para  Penggugat  untuk  

diba ta l kan  atau  dinya takan  t i dak  sah  oleh  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  ada lah  berupa  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun    2011,  

tangga l  03 November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan 

Calon  Waki l  Bupat i  Yang  Dinya takan  Lulus  Dan  Tidak  Lulus  

(buk t i  P- 1 Jo.  Bukt i  P- 22)  ;

Menimbang,  bahwa dalam pers idangan  te rhadap  sengketa  a  

quo ,  te rnya ta  Tergugat  menunjukan  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  2011,  

tangga l  03 November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan 

Calon  Waki l  Bupat i  Yang Dinya takan  Telah  Memenuhi  Syara t  Dan 

Tidak  Memenuhi  Syara t  (v i de  bukt i  T- 5)  ;  bahwa  Tergugat  

t i dak  pernah  membantah  te l ah  menerb i t kan  objek  sengketa ,  

namun Terguga t  hanya  bera lasan  bahwa  Objek  Sengketa  a  quo 

merupakan  Keputusan  Terguga t  yang  dibua t  dengan  te rbu ru -

buru ,  sedangkan  bukt i  T- 5  te rsebu t  d ibua t  sete lah  suasana  

sudah  tenang  ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  Sidang  Tangga l  7 

Desember  2011)  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  perbedaan  per iha l  /  ten tang  

maupun  lampi ran  objek  sengketa  dengan  bukt i  T- 5,  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa  sepan jang  Tergugat  mengaku i  bahwa 

Objek  Sengketa  adalah  produk  yang  d i t e rb i t k annya ,  ada lah  

dapat  d ike tego r i k an  sebaga i  KTUN,  sedangkan  Sura t  Keputusan  

sebaga imana  dalam  bukt i  T- 5  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim 

menamainya  sebaga i  “ objek  pembanding ”  ;

Menimbang,  bahwa  Gugatan  Para  Penggugat  yang  
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dida f t a r kan  pada  tangga l  09  November  2011  yang  dipe r i k sa  

dengan  acara  biasa ,  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa Tergugat  

da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  te l ah  melanggar  aturan  

Perundang- Undangan  maupun  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik ,  seh ingga  Para  Penggugat  meminta  agar  objek  sengketa  in  

l i t i s  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  oleh  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Jayapura  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat ,  Tergugat  membantahnya  mela lu i  Jawaban te r t angga l  

30  November  2011 yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa dalam 

menerb i t kan  objek  sengketa ,  KPU  Kabupaten  Deiya i  sudah  

melaksanakan  tahapan  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  ber l aku  ser ta  t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  o leh  karena  i t u  Tergugat  

meminta  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

menyatakan  agar  gugatan  Para  Penggugat  harus lah  di to l a k  atau  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  gugatannya ,  

Para  Penggugat  te l ah  menyampaikan  bukt i  sura t  yang  

bermete ra i  cukup  ber tanda  P -  1  sampai  dengan  P -  22 dan  7 

( tu j uh )  orang  saks i  ya i t u ,  KENNY IKOMOU,  ANDOKIA  WENDA, 

AMATUS MOTE,  AMERIUS DOUW, KOLIN  MOTE,  YUNUS BADI I   ser ta  

ISAK RUMBARAR te lah  member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah ;  

sedangkan  Tergugat  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  bantahannya  

te lah  menyampaikan  bukt i  sura t  yang  bermate ra i  cukup  

ber tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 11 dan  2  (dua)  orang  saks i  

ya i t u  RADIUS SIMBOLON dan  PILEMON BADII  namun  saks i  atas  

nama  PILEMON BADII  t i dak  diambi l  sumpahnya  karena  masih  

mempunya i  hubungan  ker j a  dengan  Terguga t  ;  bahwa Para  Pihak  

te lah  dibe r i k an  kesempatan  untuk  mengajukan  kes impu lan  

( konk lus i ) ,  namun dalam pers idangan  tangga l  08 Desember  2011  

Para  Pihak  menyatakan  t i dak  mengajukan  kes impu lannya  ;

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  meni la i  leb ih  

lan ju t  ten tang  pokok  sengketa  ya i t u  te rka i t  dengan  wewenang,  

prosedur  maupun  substans i  ob jek  sengke ta  a  quo ,  maka 
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te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  ten tang  

fo rma l  substans i  sengketa  in  l i t i s ,  sebaga imana  ber i ku t  

in i  ;

Menimbang,  bahwa objek  sengketa  merupakan  produk  hukum 

yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  yang  memuat  nama- nama 

Pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  tahun  

2011  yang  dinya takan  lu l us  dan  t i dak  lu l us  sebaga i  Calon  

Bupat i  /  Waki l  Bupat i  ;  bahwa  Para  Pengugat  ada lah  baka l  

Pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  yang  

dinya takan  t i dak  lu l us  atau  t i dak  memenuhi  syara t  karena  

pada  saat  melakukan  pendaf ta ran  sebaga i  baka l  pasangan  ca lon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  tangga l  13  September  2011,  t i dak  

dihad i r i  o leh  Yanuar ius  L.  Douw,  SH. ,  sebaga i  Baka l  Calon  

Bupat i  yang  diusu l kan  o leh  Gabungan Par ta i  Pol i t i k  dan te l ah  

lewat  waktu  sebaga imana  yang  di ten tukan  ya i t u  Pukul  24.00  

WIT;  bahwa sebaga i  produk  hukum Tergugat ,  maka harus  din i l a i  

du lu  apakah  ob jek  sengketa  in  casu  merupakan  KTUN yang  dapat  

d ipe r i k sa ,  d iad i l i  dan  dise lesa i kan  oleh  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Jayapura  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  1  angka  ( 9)  Undang-

Undang  Nomor  :  51 Tahun   2009  ten tang  Perubahan  Kedua Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986   ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  menentukan  bahwa  “kepu tusan  ta ta  usaha  negara  

ada lah  penetapan  te r t u l i s  yang  d ike lua rkan  o leh  badan  atau  

pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  ber i s i k an  t i ndakan  hukum ta ta  

usaha  negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta ” ;  

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  Pasa l  1 angka  9 Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  te rsebu t ,  maka dapat  d is impu lkan  

bahwa satu  KTUN harus lah  memenuhi  unsur  konkr i t ,  ind i v i dua l  

dan  f i na l  ;  bahwa yang  dimaksud  dengan  unsur  konkr i t  ada lah  

KTUN yang  diguga t  te rsebu t  harus lah  ada  dan  t i dak  abst rak ;  

bahwa  suatu  KTUN dika takan  bers i f a t  ind i v i dua l  j i ka  da lam 

KTUN te rsebu t  memuat  nama orang /badan  hukum perda ta  ;  bahwa 
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suatu  keputusan  ta ta  usaha  negara  dapat  d ika takan  te l ah  

f i na l  apab i l a  te l ah  memenuhi  (1 )  sudah  deven i t i f  (2 )  t i dak  

memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  atasan  maupun  ins tans i  la i n  

dan  (3 )  te lah  mengak iba t kan  ak iba t  hukum yang  menimbulkan  

suatu  hak  maupun kewaj i ban  ;

Menimbang,  bahwa objek  sengke ta  dalam perkara  in  l i t i s  

merupakan  keputusan  Terguga t  yang  nyata  ( t i dak  abst rak ) ,  

te lah  menentukan  nama- nama  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  yang  dinya takan  

te lah  memenuhi  persyara tan  ser ta ,  KTUN objek  sengketa  ada lah  

produk  hukum  yang  sudah  dev in i t i f  /  t i dak  memer lukan  

perse tu j uan  ins tans i  la i n  maupun  ins tans i  atasannya  apalag i  

te lah  mengak iba t kan  ak iba t  hukum bag i  Para  Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  objek  sengketa  a  quo 

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  1 angka  9 Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa objek  sengketa  d i t e rb i t k an  tangga l  03  

November  2011  dan  Gugatan  Para  Penggugat  dida f t a r kan  pada  

tangga l  09  November  2011  ada lah  masih  da lam tenggang  waktu  

untuk  mengajukan  gugatan ,  sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam 

keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  usaha  Negara  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  kepent i ngan  Para  Penggugat  da lam mengajukan  

Gugatan  a quo ,  sebaga imana  ber i ku t  in i  :

Menimbang,  bahwa  kua l i t a s  seseorang  untuk  mengajukan  

gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  ada  

t i daknya  kepent i ngannya  te rhadap  objek  sengketa  yang  

dipe r t imbangkan  berdasarkan  kepent i ngan  orang  te rsebu t  

sebaga imana  yang  di ten tukan  dalam Pasal  53  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  :  51 Tahun   2009  ten tang  Perubahan  Kedua Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986   Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;  
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Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  53  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  :  9 Tahun   2004 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

menentukan  bahwa  “seseorang  atau  badan  hukum perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  keputusan  ta ta  

usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

pengad i l an  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  keputusan  ta ta  usaha  

Negara  yang  d isengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  atau  

rehab i l i t a s i ”  ;  

Menimbang,  bahwa yang  dimaksud  dengan  kepent i ngan  dalam 

perad i l an  ta ta    usaha    Negara    ada lah    kepent i ngan   yang  

di l i n dung i   o leh   hukum  ya i t u  kepent i ngan  yang  berka i t an  

secara  nyata  te rka i t  era t  dengan  objek  sengketa  dan  

kepent i ngan  da lam  hal  proses  dimana  dalam  penerb i t an  objek  

sengketa ,  seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  dinya takan  

dengan  kete r l i b a t annya  ba ik  secara  langsung  maupun  t i dak  

langsung  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  tahapan  PEMILUKADA di  

Kabupaten  Deiya i ,  Para  Penggugat  te lah  berpar t i s i p a s i  dan  

ber t i ndak  sebaga i  Baka l  Calon  Bupat i /Baka l  Calon  Waki l  

Bupat i ,  ha l  in i  d ibuk t i k an  dengan  adanya  dukungan  dar i  

beberapa  Par ta i  Pol i t i k  sebaga i  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mendukung  Para  Penggugat  yang  te rmuat  da lam fo rm  Model  B KWK 

KPU Par ta i  Pol i t i k  (v ide  bukt i  T- 11)  ;

Menimbang,  bahwa te rnya ta  dalam objek  sengke ta  in  l i t i s  

Tergugat  t i dak  mencantumkan  nama  Para  Penggugat  sebaga i  

Pasangan  Calon  yang  dinya takan  Lu lus  sebaga i  Calon  Bupat i  /  

Calon  Waki l  Bupat i  ;  bahwa  t i ndakan  te rsebu t  menimbulkan  

ak iba t  hukum  bag i  Para  Penggugat ,  karena  Para  Penggugat  

te lah  berusaha  mengiku t i  sega la  persya ra tan  sebaga imana  yang  

dimaksudkan  dalam  atu ran  tekn i snya ,  dan  hal  in i  harus lah  

di l i n dung i  o leh  hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  Para  Penggugat  te l ah  

memenuhi  keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  9 

Tahun   2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009   ten tang  
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Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan  dengan  demik ian  Para  

Penggugat  berkua l i t a s  da lam mengajukan  Gugatan  Sengketa  Tata  

Usaha Negara  in  casu  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

di  atas  maka Objec tum L i t i s  d i t i n j a u  dar i  bentuk  dan  is i nya  

merupakan  suatu  penetapan  te r t u l i s ,  yang  dike lua rkan  oleh  

Badan /  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum 

Tata  Usaha  Negara  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  

ser ta  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  Para  Penggugat ,  maka 

objek  sengke ta  te rsebu t  te l ah  memenuhi  kr i t e r i a  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  1  

angka  (9)  Undang- Undang  Nomor:  9  Tahun  2004  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;  bahwa objek  sengketa  d iguga t  masih  da lam tenggang  

waktu  untuk  menggugat  sebaga imana  yang  di ten tukan  oleh  

Keten tuan  Pasa l  55 Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  ;  kedudukan  Tergugat  

berada  pada  yur i sd i k s i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  maka dengan  demik ian  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus,  dan  

menyelesa i kan  perkara  in  casu ,  dan  Gugatan  Para  Penggugat  

secara  fo rma l  d inya takan  te l ah  memenuhi  keten tuan  yang  

ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

secara  fo rma l  te l ah  memenuhi  keten tuan  yang  ber laku ,  maka 

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  ten tang  

pokok  perkaranya ,  dengan  per t imbangan  hukum  sebaga imana  

te ru ra i  d i  bawah in i  :

Menimbang,  bahwa dar i  Gugatan ,  Bukt i  Sura t ,  Keterangan  

Saks i - Saks i  yang  dihad i r kan  d i  pers i dangan  o leh  Para  

Penggugat ,  yang  dihubungkan  dengan  Jawaban,  Bukt i  Sura t  dan 

kete rangan  Saks i  o leh  Terguga t ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  bahwa yang  menjad i  in t i  pokok  permasa lahan  d i  

anta ra  Para  Pihak  ada lah  :  

Hal .  45 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah  penerb i t an  obyek  sengketa  a  quo  sudah  sesua i  

dengan  keten tuan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku  ? 

2. Apakah  Terguga t  da lam menerb i t kan  obyek  sengketa   a quo 

sudah  sesua i  dengan   Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik?   

Menimbang,  bahwa untuk  menguj i  apakah  obyek  sengke ta  in  

l i t i s  sudah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

belaku  dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i nya  

dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  

Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum dan  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  

Kepala  Daerah,  sebaga i  pera tu ran  tekn i s  te rb i t n ya  obyek  

sengketa  a quo ;

Menimbang,  bahwa dengan  berpedoman pada  keten tuan  Pasal  

107  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  te rhadap  a la t - ala t  bukt i  

yang  ada,  Maje l i s  Hakimlah  yang  menentukan  apa  yang  harus  

dibuk t i k an ,  beban  pembukt i an ,  beser ta  pen i l a i an  te rhadap  

pembukt i an  a  quo ,  dan  untuk  sahnya  pembukt i an  dipe r l u kan  

sekurang- kurangnya  2 (dua)  ala t  bukt i  ;

Menimbang,  bahwa dalam dal i l  Gugatannya ,  Para  Penggugat  

menyatakan  bahwa  objek  sengketa  harus lah  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  karena  Tergugat  te l ah  melanggar  prosedur  

Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  Undang- Undang Nomor  12  

Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  

32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  maupun  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010,  seh ingga  Para  

Penggugat  t i dak  dapat  menjad i  peser ta  da lam  PEMILUKADA 

Kabupaten  Deiya i  Tahun 2011 ;
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Menimbang,  bahwa  sebe lum  mempert imbangkan  mengenai  

substans i  mater i i l  da lam  penerb i t an  ob jek  sengketa ,  maka 

te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  mengenai  

a lasan  Tergugat  seh ingga  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  

memenuhi  syara t  sebaga imana  yang  dica ta t  da lam  objek  

sengketa  maupun ob jek  pembanding  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa pada  in t i n ya  Para  Penggugat  dinya takan  

t i dak  lu l us  atau  t i dak  memenuhi  syara t  o leh  Tergugat  

d isebabkan  dua ha l  ya i t u  :

1)  bahwa  Para  Penggugat  pada  saat  melakukan  pendaf ta ran  

te rnya ta  sudah  melewat i  waktu  yang  di ten tukan  ya i t u  Puku l  

24.00  tangga l  13 September  2011,  dan ;

2)  bahwa pada saat  melakukan  pendaf ta ran ,  Bakal  Calon  Bupat i  

Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  t i dak  iku t  mendaf ta r ,  sebaga imana  

yang  di ten tukan  oleh  Keten tuan  Pasa l  17  Pera tu ran  KPU 

Nomor  :  13 tahun  2010 ;

Ad 1) : Bahwa  Para  Penggugat  pada  saat  melakukan  

pendaf ta r an  te rnya ta  sudah  melewat i  waktu  yang  

di t en tukan  ya i t u  Pukul  24.00  tangga l  13  September  

2011  ;  

Menimbang,  bahwa dalam dal i l  Gugatannya  Para  Penggugat  

menyatakan  bahwa Para  Penggugat  melakukan  pendaf ta ran  masih  

da lam  masa  waktu  pendaf ta ran  ya i t u  pada  har i  te rakh i r  

tangga l  13 September  2011 ;  

Menimbang,  bahwa  dal i l  Para  Penggugat  in i  te l ah  

diban tah  oleh  Tergugat  yang  menyatakan  dalam  dal i l  

Jawabannya  bahwa sampai  d i t u t upnya  pendaf ta ran  pada  tangga l  

13  September  2011  puku l  24.00  WIT  Para  Penggugat  t i dak  

pernah  mendaf ta r kan  d i r i  ke  Kantor  KPU seh ingga  Tergugat  

melakukan  Rapat  Pleno  Penutupan  Pendaf ta ran  yang  dihad i r i  

Panwaslukada  Kabupaten  Deiyai ,  Kapolsek  Waghete  maupun 

Masyarakat ,  yang  benar  ada lah  Para  Penggugat  dengan  massa  

memaksa  Tergugat  mener ima  pendaf t a ran  pada  tangga l  14 
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September  2011  puku l  02.36  WIT dengan  cara  menghadang  ja l an  

yang  akan  di l a l u i  Terguga t  seh ingga  dengan  ketaku tan  

te rpaksa  Tergugat  mener ima  berkas  Penggugat  yang  mana je l as -

je l as  t i ndakan  Para  Penggugat  ber ten tangan  dengan  Pasal  14  

Ayat  5 Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun  2010.  “Masa  Pendaf ta ran  

Baka l  Pasangan  Calon  sebaga imana  dimaksud  pada  Ayat  (2 )  

pa l i ng  lama  7  ( tu j uh )  har i  te rh i t u ng  se jak  Pengumuman 

Pendaf ta ran  Baka l  Pasangan  Calon” ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  Gugatannya ,  

Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  P- 2  berupa  Tanda  

Ter ima  Penyerahan  Berkas  Dokumen saat  d i l akukan  pendaf ta r an ,  

te r t angga l  13  September  2011  yang  d i t anda tangan i  o leh  Calon  

Waki l  Bupat i  LINUS  DO,  S.Sos. ,  dan  Ketua  KPU Kabupaten  

Deiya i  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  Jawabannya  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Bukt i  T- 7  berupa  Ber i t a  Acara  

Rapat  Pleno  dan  saks i  atas  nama Pi lemon  Badi i  sebaga i  saks i  

d ipe rs i dangan ,  namun  kete rangan  saks i  te rsebu t  d isampaikan  

t i dak  d ibawah  sumpah  karena  yang  bersangku tan  masih  

mempunya i  hubungan  ker j a  dengan  Terguga t ,  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa  Para  Penggugat  d ida f t a r kan  o leh  Terguga t  

pada jam 02.30  WIT sudah  pada tangga l  14 September  2011 ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasa l  14  ayat  6  Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah  menentukan  bahwa :

Ayat  (6 )  KPU  Prov ins i  atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  da lam 
pendaf ta r an  baka l  pasangan  ca lon  dar i  par ta i  po l i t i k  
atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  ber tugas :

a. mener ima  berkas  pendaf t a r an  dar i  baka l  pasangan  
ca lon  dar i  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  
po l i t i k  yang bersangku tan ;

b. mencata t  da lam buku  reg i s t r a s i  :

1)  nama baka l  pasangan  ca lon ;

2)  har i ,  tangga l  dan waktu  pener imaan;
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3)  alamat  dan nomor  te l epon  baka l  pasangan  ca lon ;

c. memer iksa  berkas  ke lengkapan  admin is t r a s i  
sebaga imana dimaksud  dalam Pasa l  10 ;

d. member ikan  tanda  bukt i  pener imaan  pendaf ta ran  
sebaga i  baka l  pasangan  ca lon  dar i  par ta i  po l i t i k  
atau  gabungan  par ta i  po l i t i k ;

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  sebaga imana  yang  

disya ra t kan  pada  Pasa l  14  ayat  (6 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  

Tahun  2010  a  quo ,  te rnya ta  kepada  Tergugat  te l ah  

dipe r i n t ahkan  oleh  atu ran  tekn i s  bahwa da lam mener ima  berkas  

pendaf ta r an  dar i  baka l  pasangan  ca lon ,  Terguga t  harus  

membuat  dan mencata tnya  dalam buku  reg i s t e r  yang  memuat  nama 

baka l  pasangan  ca lon ,  har i ,  tangga l  dan  waktu  pener imaan,  

ser ta  alamat  dan nomor  te lepon  baka l  pasangan  ca lon  ;

Menimbang,  bahwa  pada  bukt i  sura t  yang  dia j ukan  oleh  

Para  Pihak  t i dak  di temukan  satupun  bukt i  ten tang  pencata tan  

har i ,  tangga l  dan  waktu  pener imaan  berkas  pendaf t a ran  yang  

seharusnya  dibua t  o leh  Tergugat  sebaga i  a la t  u j i  bag i  

Maje l i s  Hakim untuk  meni la i  kepent i ngan  Para  Penggugat  da lam 

mengajukan  gugatan  karena  menuru t  Tergugat ,  Para  Penggugat  

mendaf ta r kan  di r i  pada tangga l  14 September  2011 ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  adanya  bukt i  Ber i t a  Acara  

sebaga imana  yang  dibuk t i k an  o leh  Tergugat ,  menuru t  Maje l i s  

Hakim  t i dak  dapat  memenuhi  dasar  per t imbangan  j i ka  t i dak  

di l engkap i  dengan  daf ta r  /  buku  reg i s t r a s i  pendaf ta ran  yang  

memuat  nama baka l  pasangan  ca lon ,  har i ,  tangga l  dan  waktu  

pener imaan,  ser ta  alamat  dan  nomor  te l epon  baka l  pasangan  

ca lon ,  karena  buku  reg i s t e r  pendaf t a r an  merupakan  bukt i  

fak tua l  yang  seharusnya  menjad i  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  

dar i  Ber i t a  Acara  Penutupan  Pendaf ta ran  Jo.  bukt i  T –  7  in  

casu  ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  mampu menunjukan  bukt i  

P  –  2  sebaga i  bukt i  yang  sah  bahwa  pendaf ta ran  te l ah  

di l akukan  pada  tangga l  13  September  2011,  dan  hal  in i  te lah  
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dikua tkan  dengan  kete rangan  saks i - saks i  d ipe rs i dangan  yang  

menyatakan  bahwa Para  Penggugat  te l ah  berada  di  kanto r  KPU 

Deiya i  se jak  Puku l  08.00  WIT tangga l  13 September  2011,  yang  

walaupun  Tergugat  baru  mendaf ta r kan  Para  Penggugat  pada  

tengah  malamnya.  ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  Sidang  tangga l  07 

Desember  2011 dalam kesaks ian  Kenny  Ikomou dan Amer ius  Douw)  

;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  adanya  bukt i  P –  2  dan  

adanya  kete rangan  saks i - saks i  yang  memperkuat  bukt i  P –  2  

te rsebu t ,  apalag i  da lam  bukt i  P  –  2  a  quo  je l as  

di t anda tangan i  o leh  Ketua  KPU Kabupaten  Deiya i  sebaga i  bukt i  

tanda  te r ima  berkas  te r t angga l  13  September  2011,  satu  dan  

la i n  ha l  Tergugat  t i dak  dapat  membukt i kan  dal i l  bantahannya ,  

maka  Maje l i s  hak im  berkes impu lan  bahwa  Terguga t  te l ah  

melanggar  keten tuan  pasa l  14  ayat  6  Pera tu ran  KPU Nomor  13  

Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah ,  khusus  

pada huru f  b angka  2)  ;

Ad 2) : Bahwa pada  saat  melakukan  pendaf ta ran ,  Bakal  Calon  

Bupat i  Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  t i dak  iku t  

mendaf ta r ,  sebaga imana  yang  di ten tukan  oleh  

Keten tuan  Pasa l  17  Pera tu ran  KPU Nomor  :  13  tahun  

2010  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  da l i l  Jawabannya  Tergugat  

menyatakan  bahwa  Para  Penggugat  d inya takan  t i dak  memenuhi  

syara t  karena  pada  saat  Para  Penggugat  datang  ke  kanto r  

Tergugat  hanya  d ihad i r i  o leh  Baka l  Calon  Waki l  Bupat i  

sedangkan  Baka l  Calon  Bupat i  t i dak  had i r  tanpa  alasan  yang  

sah  pada saat  pendaf ta ran  seh ingga  ber ten tangan  dengan  Pasa l  

17 ayat  (1 )  dan (2 )  Pera tu ran  KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  17 Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah  menentukan  bahwa :
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Pasal  17 ;

(1 )  

Pada  saat  pendaf ta ran  baka l  pasangan  ca lon  sebaga imana  
dimaksud  dalam  Pasal  15,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  
par ta i  pol i t i k  mendaf ta r kan  daf ta r  nama t im  kampanye  dan  
mendaf ta r kan  reken ing  khusus  dana  kampanye  yang  d ibua t  
pada 1 (sa tu )  bank;

(2 )  

Baka l  pasangan  ca lon  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  
harus  had i r  pada saat  pendaf t a ran ;

(3 )  

Apabi l a  sa lah  seorang  atau  kedua- duanya  baka l  pasangan  
ca lon  t i dak  had i r ,  pendaf ta ran  yang  disampaikan  oleh  
par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  t i dak  
di t e r ima ,  kecua l i  ket i dakhad i r an  te rsebu t  d isebabkan  
halangan  yang  t i dak  dapat  d ih i nda r i  yang  dibuk t i k an  
berdasarkan  sura t  kete rangan  dar i  yang  berwenang;

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  dalam  Pasa l  17  

Pera tu ran  KPU  Nomor  13  Tahun  2010  te rsebu t ,  te rnya ta  

te rdapa t  pengecua l i an  te rhadap  pandaf t a r an  yang  di l akukan  

tanpa  had i rnya  Baka l  Pasangan  Calon  dengan  syara t  bahwa 

ket i dakhad i r an  te rsebu t  d isebabkan  ha langan  yang  t i dak  dapat  

d ih i nda r i  yang  d ibuk t i k an  berdasarkan  sura t  kete rangan  dar i  

yang  berwenang  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  fak ta  pers idangan  memang benar  

baka l  pasangan  ca lon  atas  nama Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  t i dak  

datang  pada  saat  mendaf ta r  d i  kanto r  Tergugat  pada  tangga l  

13  September  2011,  namun  Para  Penggugat  mampu membukt i kan  

bahwa  ket i dak  had i rannya  d isebabkan  o leh  t i dak  adanya  

penerbangan  dar i  Kabupaten  Nabi re ,  karena  pada  saat  i t u  

Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  sedang  berada  di  Nabi re  bukt i  mana 

berupa  Sura t  Keterangan  Nomor:  700/64 /D ISHUBKOMIN/ IX /2011  

tangga l  16 September  2011 (buk t i  P- 3)  ;

Menimbang,  bahwa walaupun  Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  t i dak  

had i r  pada  saat  melakukan  pendaf ta ran  Bakal  pasangan  Calon  

te r t angga l  13  September  2011,  namun  oleh  karena  mampu 

Hal .  51 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membukt i kan  adanya  Sura t  Keterangan  Nomor:  

700/64 /D ISHUBKOMIN/ IX /2011  tangga l  16  September  2011  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Kepala  Dinas  Perhubungan,  Komunikas i  dan  

In fo rmas i  Kabupaten  Nabi re  yang  menyatakan  bahwa  pada  

tangga l  13  dan  14  September  2011  t i dak  ada  penerbangan  

karena  cuaca  buruk  seh ingga  Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  t i dak  

dapat  menghadi r i  send i r i  pendaf t a r annya  sebaga i  Calon  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Deiya i ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim  ada lah  

bentuk  dar i  ket i dakhad i r an  te rsebu t  d isebabkan  ha langan  yang  

t i dak  dapat  d ih i nda r i  yang  dibuk t i k an  berdasarkan  sura t  

kete rangan  dar i  yang  berwenang,  seh ingga  hal  te rsebu t  

t i dak l ah  ber ten tangan  dengan  Keten tuan  Pasa l  17 ayat  (1 )  dan  

(2 )  Pera tu ran  KPU Nomor 13 tahun  2010 ;  

Menimbang,  bahwa  Tergugat  te lah  mengabaikan  Sura t  

Keterangan  yang  d i t e r b i t k an  oleh  lembaga  pub l i k  ya i t u  Dinas  

Perhubungan,  Komunikas i  dan  In fo rmas i  Kabupaten  Nabi re  

merupakan  t i ndakan  yang  t i dak  seharusnya  di l akukan  oleh  

Tergugat  sebab  kedudukan  /  jaba tan  Tergugat  ada lah  kedudukan  

/  jaba tan  pub l i k  yang  seharusnya  melakukan  pe layanan  dengan  

penuh  kear i f an  dan  tanggung  jawab  ;  bahwa  menuru t  Maje l i s  

Hakim,  seharusnya  Tergugat  t i dak  boleh  bera lasan  bahwa Para  

Penggugat  te l ah  melanggar  Pasa l  17  ayat  (1 )  dan  (2 )  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010,  karena  t i dak l ah  mungkin  

alasan  ket i dakhad i r an  Januar i us  L.  Douw,  SH. ,  da lam  bentuk  

sura t  kete rangan  te rsebu t  d ibawa  pada  saat  waktu  

pendaf ta r an ,  apa  lag i  Kabupaten  Deiya i  merupakan  Kabupaten  

yang  baru  dimekarkan  yang  masih  su l i t  prasarana  penun jang  

seper t i  t ranspor t as i  dara t  maupun udara  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  dia tas  maka 

t i ndakan  Tergugat  yang  mengabaikan  Sura t  Keterangan  Nomor:  

700/64 /D ISHUBKOMIN/ IX /  2011  tangga l  16  September  2011  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Kepala  Dinas  Perhubungan,  Komunikas i  dan  

In fo rmas i  Kabupaten  Nabi re  (buk t i  P- 3)  pada  hal  Sura t  

Keterangan  te rsebu t  se ja l an  dengan  maksud  dar i  keten tuan  

Pasa l  17  ayat  (3 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010,  maka 

Maje l i s  Hakim berkes impu lan  bahwa Tergugat  te lah  sa lah  da lam 
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menafs i r kan  dan te l ah  pula  melanggar  keten tuan  Pasa l  17 ayat  

(3 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun 2010 Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  

Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  Tergugat  untuk  

t i dak  melo loskan  Para  Penggugat  te lah  te rbuk t i  sa lah  dan  

melanggar  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah ,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  mengenai  meter i i l  subs tans i  penerb i t an  

objek  sengketa  sebaga imana  ber i ku t  in i  ;

Menimbang,  bahwa dalam  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah ,  te lah  mengura ikan  secara  tekn i s  ten tang  ta ta  cara  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  maupun  ver i f i k a s i  fak tua l  yang  

merupakan  landasan  operas iona l  bagi  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  Pasal  15  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah  menentukan  bahwa :

Pasal  15 ;

(1 )  

Par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  da lam 
mendaf ta r kan  baka l  pasangan  ca lon  sebaga imana  dimaksud  
dalam  Pasa l  14,  waj ib  menyerahkan  sura t  penca lonan  yang  
di t anda tangan i  o leh  pimpinan  par ta i  po l i t i k  atau  para  
pimpinan  par ta i  po l i t i k  yang  bergabung ,  ya i t u  Ketua  dan  
Sekre ta r i s  par ta i  po l i t i k  atau  para  Ketua  dan  para  
Sekre ta r i s  par ta i  po l i t i k  atau  sebutan  la i n  yang  
bergabung,  dengan  menggunakan  fo rmu l i r  Model  B – KWK.KPU 
PARTAI  POLITIK ,  dengan  keten tuan  nama  lengkap  baka l  
pasangan  ca lon  di tu l i s  sama  dengan  nama  lengkap  baka l  
pasangan  ca lon  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Kar tu  Tanda  
Penduduk  (KTP) .

(2 )   Sura t  penca lonan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  
waj ib  di l amp i r i  :
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a.  sura t  pernya taan  kesepaka tan  par ta i  po l i t i k  yang  
bergabung  untuk   mencalonkan  baka l  pasangan  ca lon ;

b. sura t  pernya taan  t i dak  akan  menar i k  penca lonan  atas  
baka l  pasangan  ca lon  yang  dica lonkan  yang  
di t anda tangan i  o leh  pimpinan  par ta i  po l i t i k  atau  para  
pimpinan  par ta i  po l i t i k  yang bergabung ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  pada  saat  melakukan  

pendaf ta r an  dalam  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  tangga l  13  

September  2011,  Para  Penggugat  te l ah  didukung  oleh  9 

(sembi l an )  Par ta i  Pol i t i k ,  namun yang  sempat  menandatangan i  

berkas  penca lonan  a  quo  hanya  7  ( tu j uh )  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  (buk t i  T- 11) ,  namun  menuru t  Tergugat  sebaga imana  

yang  di t uangkan  dalam  bukt i  tanda  te r ima  berkas  te r t angga l  

13 September  2011 ada 8 (de lapan)  Par ta i  Pol i t i k  (v i de  bukt i  

P- 2)  ;  bahwa da lam perkembangan  se lan ju t nya  ya i t u  pada  masa 

perba i kan  berkas ,  te rnya ta  Para  Penggugat  hanya  d idukung  

oleh  5  ( l ima )  Par ta i  Pol i t i k  yang  bergabung  seh ingga  

prosen tase  dukungan  menjad i  30%,  yang  te rd i r i  dar i  :  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  

Pemuda  Indones ia  (PPI )  sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  

Golongan  Karya  (Go lka r )  sebanyak  2  (dua)  kurs i  dan  Par ta i  

Gerakan  Indones ia  Raya (Ger i nd ra )  sebanyak  1 (sa tu )  kurs i   ;

Menimbang,  bahwa  dalam  BAB IV  TATA  CARA PENELITIAN 

BAKAL  PASANGAN CALON Pasa l  39  huru f  (a ) ,  (b )  dan  (c )  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  

menentukan  sebaga i  ber i ku t  :

Pasal  39 :

KPU Prov ins i  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  sete lah  mener ima  sura t  
penca lonan  beser ta  lampi rannya  sebaga imana  d imaksud  dalam 
Pasa l  19  dan  Pasa l  38,  segera  melakukan  pene l i t i a n  
persyara tan  admin is t r a s i  dengan  melakukan  k la r i f i k a s i  kepada  
ins tans i  pemer in tah  yang  berwenang  dan mener ima  masukan  dar i  
masyaraka t  te rhadap  pasangan  ca lon ,  dengan keten tuan  :

a. ver i f i k a s i  d i l akukan  te rhadap  ke lengkapan  dan keabsahan  
berkas  admin is t r a s i  sura t  penca lonan  dan  persyara tan  
ca lon  pal i ng  lama 7 ( tu j uh )  har i ;

b. apab i l a  di temukan  kegan j i l a n  atau  dugaan  ket i dakbenaran  
dokumen  yang  dia jukan ,  KPU  Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  
melakukan  k la r i f i k a s i  kebenaran  dokumen  te rsebu t ,  
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dengan  keten tuan  set i ap  k la r i f i k a s i  d ise r t a i  ber i t a  
acara  has i l  k la r i f i k a s i  yang  dike tahu i  o leh  ins tans i  
yang  berwenang;

c. KPU Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  waj ib  member i t ahukan  secara  
te r t u l i s  kepada  pasangan  ca lon  mengenai  jen i s  berkas  
yang  belum  lengkap  atau  t i dak  memenuhi  syara t  dan  
alasannya ;

Menimbang,  bahwa  sebaga i  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha 

Negara  yang  d ise rahkan  tugas  sebaga i  Penye lenggara  Pemi lu  in  

casu  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i ,  Tergugat  sudah  seharusnya  

mempedomani  keten tuan  Pasal  39 huru f  (c )  Pera tu ran  KPU Nomor  

13  Tahun  2010,  ya i t u  harus  member i t ahukan  secara  te r t u l i s  

kepada  Pasangan  Calon  maupun  Par ta i  pendukungnya  ten tang  

jen i s  berkas  yang  be lum  lengkap  agar  di l engkap i  da lam masa 

perba i kan  berkas  ;

Menimbang,  bahwa leb ih  lan ju t  da lam keten tuan  Pasal  40  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010,  

menentukan  bahwa :

Pasal  40 ;

(1 )  

Hasi l  pene l i t i a n  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  39,  

d ibe r i t a hukan  secara  te r t u l i s  kepada  ca lon  par ta i  po l i t i k  

dengan  tembusan  p impinan  par ta i  po l i t i k ,  gabungan  par ta i  

po l i t i k  yang  mengusu lkan ,  atau  ca lon  perseorangan  pal i ng  

lama  7  ( tu j uh )  har i  te rh i t ung  se jak  tangga l  penutupan  

pendaf ta r an  pasangan  ca lon ,  dengan keten tuan  :

a. pember i t ahuan  ver i f i k a s i  mel ipu t i  unsur - unsur  berkas  

yang  dive r i f i k a s i ,  s ta tus  berkas  apakah  memenuhi  

syara t  atau  t i dak ,  s ta tus  berkas  apakah  lengkap  atau  

t i dak ,  dan  alasan  ket i dak  pemenuhan  syara t  berkas  

te rsebu t  menuru t  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan;

Menimbang,  bahwa j i ka  d i t e l i t i  leb ih  seksama berka i t an  

dengan  tahapan  perba i kan  berkas  maka  menuru t  atu rannya ,  

harus  pula  dibe r i t a hukan  kekurangan  berkas  yang  harus  
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di l engkap i ,  in i  ar t i n ya  bahwa  pember i t ahuan  d imaksud  

harus lah  te r t u l i s  ( chek l i s t   berkas)  ;  

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  –  bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  –saks i  d ipe rs i dangan ,  te rnya ta  t i dak  

di t emukan  satu  bukt i pun  yang  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  

39  maupun  40  ayat  (1 )  huru f  a  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  13  Tahun  2010,  dengan  demik ian  Terguga t  da lam 

melakukan  tahapan  ver i f i k a s i  sudah  membukt i kan  bahwa 

Tergugat  te l ah  melanggar  atu ran  tekn i s  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te l ah  te rbuk t i  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  in  l i t i s ,  te rbu t k i  Tergugat  te lah  

melanggar  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  

2010  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah ,  maka permohonan  

Para  Penggugat  agar  Pengadi l an  menyatakan  bata l  ob jek  

sengketa  a quo ,  harus lah  d ikabu l kan  ;

 Menimbang,  bahwa dengan  te l ah  dinya takan  bata l  ob jek  

sengketa  berupa  Surat  Keputusan  Komisi  Pemil ihan  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun    2011,  tanggal  03  

November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan  Calon  

Waki l  Bupat i  Yang  Dinyatakan  Lulus  Dan Tidak  Lulus ,  maka 

kepada  Tergugat  d ipe r i n t ahkan  juga  untuk  mencabut  ob jek  

sengketa  in  casu  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Gugatan  Para  Penggugat  ya i t u  

da lam Pet i t um  Gugatannya ,  meminta  agar  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  memer in tahkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  yang  baru ,  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  

te tap  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  pada  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  dengan  mencantumkan  Para  

Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  

sebaga i  peser ta  pemi lu  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011,  maka  Maje l i s  hak im  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  adalah  Baka l  Pasangan  
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Calon  Bupat i  /  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  yang  

didukung  o leh  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  dengan  member ikan  

dukungannya  baik  pada  t i ngka t  DPC Kabupaten ,  DPD Prov ins i  

maupun  DPP  Pusat  atau  sebutan  la i n  pada  masing- masing  

t i ngka tan  ya i t u  :

1. Sura t  Keputusan  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  (PKB)  Nomor:  9080/DPP- 03/V /A .1 / IX / 2011 ,  tangga l  

29 September  2011 ;  Sura t  Dewan Pengurus  Wilayah  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Prov ins i  Papua,  Nomor  :  0906/DPW-

02/V /A .1 / IX / 2011 ,  tangga l  28  September  2011,  ;  Sura t  

Keputusan  Konvens i  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  DPC-PKB 

Kabupaten  Deiya i  No.03 /DPC- 2/A .2 /V I / 2011 ,  tangga l  19 

Jun i  2011  ;  Sura t  Mandat  dar i  DPW PKB Prov ins i  Papua  

Nomor  :  0103/DPW-02/A .2 / I I I / 2 0 11 , t angga l  22  Oktober  

2011  (v i de  bukt i  P- 6,  P- 7,  P- 8  dan  bukt i  P- 9)  ;  bahwa 

te rhadap  dukungan  yang  d ibe r i k an  oleh  PKB,  se la i n  ada  

bukt i  te r t u l i s ,  Para  Penggugat  juga  te l ah  menghadi r kan  

saks i  d ipe rs i dangan  ya i t u  Kenny  Ikomou  dan  Andok ia  

Wenda ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  Sidang  tangga l  07 Desember  

2011)  ;  

2. Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Pemuda 

Indones ia ,  No.  35.007 /EX/DPP- PPI / IX /2011 ,  tangga l  26 

September  2011  ;  Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Daerah  

Par ta i  Pemuda  Indones ia  No.  008/SK/DPD- PPI /V I I I / 2 011  

tangga l  28  September  2011  ;  Sura t  Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Cabang Par ta i  Pemuda Indones ia ,  No.  01/SK/DPC-

PPI /2011 ,  tangga l  08  Ju l i  2011  (buk t i  P- 10,  P- 11  dan  

bukt i  P- 12)  ;  bahwa  te rhadap  dukungan  yang  diber i kan  

oleh  Par ta i  Pemuda Indones ia ,  se la i n  ada bukt i  te r t u l i s  

Para  Penggugat  juga  te l ah  menghadi r kan  saks i  

d ipe rs i dangan  ya i t u  Kol i n  Mote  ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  

Sidang  tangga l  07 Desember  2011)  ;

3. Sura t  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  Karya  

Prov ins i  Papua,  No.  R-039/DPD/P.Go lka r /P / IX / 2011 ,  

tangga l  26 September  2011 ;  Sura t  Dewan Pimpinan  Daerah  
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Par ta i  Golongan  Karya  Prov ins i  Papua,  No.  R-

038/DPD/PG/P/ IX /  2011,  tangga l  27 September  2011  (buk t i  

P- 15  dan  bukt i  P- 16)  ;  bahwa  te rhadap  dukungan  yang  

dibe r i kan  oleh  Par ta i  Golkar  te rsebu t ,  se la i n  ada bukt i  

te r t u l i s  Para  Penggugat  juga  te l ah  menghadi r kan  saks i  

d ipe rs i dangan  ya i t u  Isak  Rumbarar  ( conf i rm .  Ber i t a  

Acara  Sidang  tangga l  08 Desember  2011) ;

4. Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Gerakan  

Indones ia  Raya  DPP Ger ind ra  Nomor  :  32- 1347/Kp ts /DPP.  

Ger ind ra /2011 ,  tangga l  22  September  2011  ;  Sura t  

Rekomendas i  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Ger ind ra  

Kabupaten  Deiya i  No.  16/DPC  Ger ind ra  -  DX/REK. /K-

WS/2011,  tangga i  5 September  2011 (buk t i  P- 17 dan bukt i  

P- 18)  ;  bahwa  te rhadap  dukungan  yang  dibe r i k an  oleh  

Par ta i  Ger ind ra ,  se la i n  ada  bukt i  te r t u l i s  Para  

Penggugat  juga  te l ah  menghadi r kan  saks i  d ipe rs i dangan  

ya i t u  Yunus  Badi i  ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  Sidang  tangga l  

07 Desember  2011) ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dukungan  Par ta i  Indones ia  

Sejah te ra  Maje l i s  t i dak  mempert imbangkannya  lag i ,  karena  

dalam Jawaban Tergugat  te r t angga l  30 November  2011,  Tergugat  

te lah  mengaku i  bahwa  dukungan  DPC PIS  Kabupaten  Deiya i  

berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  yang  di l akukan  Terguga t  yang  

mel iba t kan  KPU Prov ins i  dan KPU Pusat ,  d ipe ro l eh  fak ta  bahwa 

Par ta i  Pengusung  Penggugat  hanya  1  Par ta i  ya i t u  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  1  (sa tu )  Kurs i  5  % atau  1.300  

suara  sah  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  dukungan  r i i l  dar i  5  ( l ima )  

Par ta i  Pol i t i k  yang  bergabung  untuk  mendukung  Para  Penggugat  

a quo ,  te lah  diaku i  o leh  Terguga t  dengan  menerb i t kan  Ber i t a  

Acara  Nomor  :  55/BA- KPU/D/VI I / 2011  tangga l  29  Oktober  2011  

yang  is i nya  ten tang  k la r i f i k a s i  dukungan  ganda  yang  pada  

in t i n ya ,  ke- l ima  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t  te l ah  

menyatakan  secara  te rbuka  untuk  mendukung  Para  Penggugat  

(v i de  bukt i  P- 4)  ;
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Menimbang,  bahwa  sebaga i  Badan/Pa jaba t  Tata  Usaha 

Negara  Tergugat  seharusnya  mempedomani  keten tuan  Pasal  15  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13 Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah ,  sebaga i  dasar  meni la i  suatu  

sura t  penca lonan  yang  d ibe r i kan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k ,  d imana  da lam  keten tuan  a  quo 

menyatakan  bahwa  sura t  penca lonan  di tanda tangan i  o leh  

pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  atau  Para  Pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  

yang  bergabung,  ya i t u  Ketua  dan  Sekre ta r i s  Par ta i  Pol i t i k  

atau  Para  Ketua  dan  Para  Sekre ta r i s  Par ta i  Pol i t i k  atau  

sebutan  la i n  yang  bergabung ,  dengan  menggunakan  fo rmu l i r  

Model  B – KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  hal  pene l i t i a n  ke lengkapan  

berkas  penca lonan ,  kepada  Tergugat  harus lah  melakukan  

pene l i t i a n  secara  benar  dan  lengkap  seh ingga  t i dak  

menimbulkan  kerug ian  bag i  Baka l  Pasangan  Calon ,  maupun 

Par ta i  Pendukung  ;  bahwa  untuk  melakukan  pene l i t i a n  

sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  te rsebu t  d ia tas ,  Tergugat  

harus  mempedomani  keten tuan   Pasa l  42  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  

Kepala  Daerah  yang  menentukan  bahwa :

Pasal  42 ;  

Pasangan  ca lon  yang  dia j ukan  oleh  par ta i  po l i t i k  atau  
gabungan  par ta i  po l i t i k  dapat  memperba ik i  dan/a tau  
melengkap i  sura t  penca lonan ,  syara t  ca lon ,  dan/a tau  
mengajukan  ca lon  baru  se lama  masa  perba i kan  berdasarkan  
pember i t ahuan  KPU Prov ins i  atau  KPU Kabupaten /Ko ta ,  dengan  
keten tuan  :

a. da lam berkas  sura t  penca lonan  yang  dia jukan  oleh  par ta i  
po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan ,  
perba i kan  hanya  waj ib  di l akukan  te rhadap  dokumen sta tus  
pimpinan  par ta i  po l i t i k  yang t i dak  memenuhi  syara t ;

b. apab i l a  perba ikan  sebaga imana  dimaksud  pada  huru f  a 
di l akukan  te rhadap  dokumen  sta tus  pimpinan  par ta i  
po l i t i k  yang  mengajukan  pasangan  ca lon  yang  te lah  
memenuhi  syara t ,  perba i kan  te rsebu t  d inya takan  t i dak  
ber laku ;
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c. dalam  masa  perba i kan  dan/a tau  melengkap i  sura t  
penca lonan ,  syara t  ca lon ,  dan/a tau  mengajukan  ca lon  
baru ,  baka l  pasangan  ca lon  t i dak  d ibenarkan  menambah 
dukungan  par ta i  po l i t i k ,  apab i l a  te rnya ta  par ta i  
po l i t i k  te rsebu t  t i dak  menggunakan  haknya  untuk  
mengajukan  dan/a tau  mendukung  pasangan  ca lon  pada  masa 
pendaf ta r an ;

d. penambahan dukungan  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  
po l i t i k  hanya  dapat  d i l akukan  te rhadap  par ta i  po l i t i k  
atau  gabungan  par ta i  pol i t i k  yang  pada  masa pene l i t i a n  
berkas  penga juan  pasangan  ca lon  d inya takan  t i dak  
memenuhi  syara t ;

e. apab i l a  perba ikan  sebaga imana  dimaksud  pada  huru f  a 
t i dak  d i l akukan  sampai  dengan  batas  akh i r  perba i kan ,  
te tap i  masih  memenuhi  keten tuan  15%  ( l ima  belas  
persera tus )  persyara tan  jumlah  akumulas i  suara  sah  atau  
kurs i  DPRD, berkas  sura t  penca lonan  te rsebu t  d inya takan  
memenuhi  syara t ;

f . apab i l a  par ta i  po l i t i k  jen jang  di  atasnya  melakukan  
pergan t i an  p impinan  par ta i  po l i t i k  yang  mengajukan  
pasangan  ca lon ,  sedangkan  pada  saat  ver i f i k a s i  s ta tus  
pimpinan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  te l ah  memenuhi  syara t ,  
usu lan  pergan t i an  pimpinan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  
t i dak  mempengaruh i  pemenuhan syara t  admin is t r a s i ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  i t u  te rhadap  adanya  dukungan  

ganda  karena  kepengurusan  ganda,  maka  Keten tuan  Pasa l  61  

Pera tu ran  KPU Nomor 13 Tahun 2010 menentukan  bahwa :

Pasal  61 ;  

1) Apabi l a  da lam  proses  pene l i t i a n  admin is t r a s i  
te rhadap  sura t  penca lonan  di temukan  dokumen sebuah  
par ta i  po l i t i k  memi l i k i  2  (dua)  atau  leb ih  
kepengurusan  yang  masing- masing  mengajukan  baka l  
pasangan  ca lon ,  d i l akukan  pene l i t i a n  menyangkut  
keabsahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  
kepada  p impinan  pusat  par ta i  po l i t i k  yang  
bersangku tan .

2) Dalam pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  
sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  KPU Prov ins i  
atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  
dengan  berpedoman  pada  anggaran  dasar /anggaran  
rumah tangga  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan .

3) Apabi l a  te rdapa t  2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  
par ta i  pol i t i k  d i  t i ngka t  pusat ,  maka  keabsahan  
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kepengurusan  pusat  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  mengacu  
kepada  Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  
Manus ia  Republ i k  Indones ia  ten tang  pengesahan  
kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  yang  masih  
ber laku .

Menimbang,  bahwa  keten tuan  te rsebu t  secara  deskr i p t i f  

member ikan  so lus i  bag i  t i ndakan  KPU sebaga i  Penye lenggara  

Pemi lukada  agar  da lam pene l i t i a n  berka i t an  dengan  keabsahan  

kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  yang  memi l i k i  kepengurusan  ganda  

te tap  berpedoman pada AD/Ar t  Par ta i  te rsebu t ,  dan j i k a  masih  

ada  kepengurusan  yang  ganda  d i  t i ngka t  pusat ,  maka 

Penye lenggara  Pemi lukada  sesua i  dengan  Undang- Undang  Nomor  

22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi luhan  Umum ( in  casu  

KPU Kabupaten  Deiya i )  d iha ruskan  mengacu  pada  Keputusan  

Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  

ten tang  Pengesahan  Kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t  

ten tunya  kepada  kepengurusan  Par ta i  yang masih  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

berkas  perkara  se lama  proses  pers idangan  ber langsung  

dipe ro l eh  fak ta - fak ta  hukum  seper t i  yang  te ru ra i  sebaga i  

ber i ku t  ;

• Bahwa  DPD I I  Par ta i  Golkar  Kabupaten  Deiya i  pada  

awalnya  member ikan  dukungan  bukan  pada  Para  

Penggugat ,  namun  oleh  karena  Par ta i  Golkar  hanya  

mempunya i  2 kurs i  d i  DPRD = 10% dukungan,  yang  mana 

pasangan  ca lon  yang  awalnya  didukung  oleh  Par ta i  

Golkar  t i dak  memenuhi  syara t  penca lonan ,  maka DPD I  

Prov ins i   Papua mengambi l  t i ndakan  agar  mengal i hkan  

dukungannya  kepada  Para  Penggugat  (buk t i  P- 15  dan  

P- 16 dan kete rangan  saks i  Isak  Rumbarar )  ;

• Bahwa  DPC  PKB  Kabupaten  Deiya i  pada  awalnya  

member ikan  dukungan  ganda,  yang  disebabkan  oleh  

dukungan  yang  dibe r i k an  oleh  Pimpinan  Dewan Syuro  

Kabupaten  Deiya i  dan  dukungan  yang  diber i kan  oleh  

Dewan Tanf i zd  Kabupaten  Deiya i ,  namun oleh  karena  

dukungan  yang  dibe r i k an  oleh  Pimpinan  Dewan Tanf i zd  

DPC  PKB  t i dak  memenih i  prosen tase  15%,  maka 
Hal .  61 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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se lan ju t nya  dukungan  a  quo  d ibe r i kan  kepada  Para  

Penggugat  ba ik  oleh  DPP  maupun  o leh  DPD  PKB 

Prov ins i  Papua (buk t i  P- 6 jo .  Bukt i  P- 7) ;

• Bahwa  DPC PPI  Kabupaten  Deiya i  memi l i k i  dukungan  

ganda,  namun fak tanya  t i dak  pernah  di tun j ukan  dalam 

pers idangan ,  sebaga imana  yang  dimin takan  oleh  

Maje l i s  Hakim  agar  di tun j ukan  fo rmu l i r  pendaf ta r an  

Para  Baka l  Pasangan  Calon  ya i t u  Model  B.  KWK-KPU 

Par ta i  Pol i t i k  ;

• Bahwa  DPC Par ta i  Ger ind ra  Kabupaten  Deiya i  yang  

kepengurusannya  yang  mendukung  Para  Penggugat  

te rnya ta  te l ah  d igan t i  dengan  pengurus  la i n  mela lu i  

SK DPP yang  baru  te r t angga l  31 Mei  2011  (v ide  bukt i  

T- 10) ;

• Bahwa  Terguga t  te l ah  mener ima  berkas  perba i kan  

maupun  yang  kurang  dar i  Para  Penggugat  dan  te l ah  

pula  di  buatkan  tanda  te r imanya  (buk t i  P- 5) ;

• Bahwa  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  objek  sengketa  

berupa  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  No.  8  Tahun  2011,  Tangga l  3 

November  2011,  ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan 

Calon  Waki l  Bupat i  Yang  Dinya takan  Lu lus  Dan Tidak  

Lulus  (buk t i  P- 1 = P- 22)  ;

• Bahwa  dalam  pers idangan  Tergugat  menunjukan  bukt i  

berupa  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i  Nomor  

08  Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Telah  Memenuhi  

Syara t  dan  Tidak  Memenuhi  Syara t ,  yang  dalam 

perkara  a  quo  Maje l i s  Hakim  menempatkan  sebaga i  

“ objek  pembanding ”  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta - fak ta  hukum  a  quo  yang  

dihubungkan  dengan  Pet i t um  Gugatan  agar  memer in tahkan  

Tergugat  membuat  keputusan  baru  yang  memasukan  nama  Para  

Penggugat  sebaga i  Peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i ,  
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Maje l i s  Hakim berpendapat  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa,  dukungan  yang  diber i kan  oleh  DPC Par ta i  Golkar  

Kabupaten  Deiya i  yang  walaupun  pada  saat  pendaf ta ran  awal  

tangga l  13  September  2011  t i dak  menandatangan i  fo rmat  Model  

B.  KWK-KPU Par ta i  Pol i t i k  mi l i k  Para  Penggugat ,  namun oleh  

karena  sudah  menggunakan  hak  pol i t i k n ya ,  apa lag i  ca lon  yang  

diusung  oleh  DPD I I  Par ta i  Golkar  sebaga imana  yang  menjad i  

lampi ran  dar i  ob jek  sengketa  hanya  mempunya i  10% dukungan,  

ar t i n ya  bahwa  t i dak  memenuhi  syara t  dukungan  min ima l  15%,  

dan  bahwa  se lan ju tn ya  Par ta i  Golkar  a  quo  mengal i hkan  

dukungan  kepada  Para  Penggugat  ada lah  sah  menuru t  hukum 

sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam keten tuan  Pasa l  42  Huru f  

d  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  

Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  ;

Bahwa,  dukungan  yang  d ibe r i k an  oleh  PKB kepada  Para  

Penggugat  sebaga imana  yang  dibuk t i k an  dalam  pers idangan ,  

ada lah  dukungan  dar i  DPW PKB Prov ins i  Papua  maupun  DPP PKB 

Pusat  sete lah  di l akukan  pendaf t a r an  ;  bahwa j i ka  dice rmat i  

secara  seksama  dukungan  te rsebu t ,  te rnya ta  dukungan  a  quo 

merupakan  s ikap  Par ta i  Kebangk i t an  bangsa  sete lah  mencermat i  

bahwa pasangan  ca lon  yang  diusu l kan  oleh  DPC PKB Kabupaten  

Deiya i  (Dewan Tanf i zd )  t i dak  mencapa i  prosen tase  15% ;  bahwa 

PKB a quo  mengal i hkan  dukungan  kepada  Para  Penggugat  ada lah  

sah  menuru t  hukum  sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam 

keten tuan  Pasa l  42  Huru f  d  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah  ;

Bahwa  dukungan  yang  dibe r i k an  oleh  Par ta i  Pemuda 

Indones ia  menuru t  Tergugat  d ibe r i kan  kepada  pasangan  ca lon  

la i n  se la i n  Para  Penggugat  ;  bahwa  da lam  pers idangan ,  

Maje l i s  Hakim  te l ah  membebankan  pembukt i an  kepada  Tergugat  

agar  menunjukan  bukt i  berupa  fo rmu l i r  Model  B  –  KWK.KPU 

Par ta i  Pol i t i k  agar  dapat  d i l i h a t  dan dipe r t imbangkan  dengan  

objek t i f  apakah  benar  bahwa se la i n  Para  Penggugat  DPC Par ta i  
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Pemuda  Indones ia  Kabupaten  Deiya i  te l ah  mendukung  pasangan  

ca lon  la i nnya  ;  bahwa  Tergugat  t i dak  pernah  membukt i kan  

sebaga imana  yang  dimin ta  o leh  Maje l i s  Hakim,  satu  dan  la i n  

ha l  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  pada  DPP PPI  Pusat  d i  

Jakar ta ,  te rhadap  hal  in i  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

dalam  ha l  in  l i t i s  Tergugat  b isa  sa ja  melakukan  t i ndakan  

sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam  keten tun  pasa l  61  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010  ;  bahwa dengan  melakukan  

ver i f i k a s i  pada  DPP PPI  sebaga imana  dalam bukt i  T- 2  a  quo ,  

tanpa  menunjukan  fo rmu l i r  Model  B – KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k ,  

ada lah  t i ndakan  yang ke l i r u   ;

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  dan  d ip rosen tasekan  dukungan  dengan  syara t  

dukungan  min ima l  15%,  maka Maje l i s  Hakim berkes impu lan  bahwa 

Para  Penggugat  te lah  mempunyai  dukungan  dengan  prosen tase  

min ima l  15%,  oleh  karenanya  permin taan  Para  Penggugat  yang  

meminta  agar  kepada  Tergugat  d iper i n t ahkan  agar  menerb i t kan  

objek  sengke ta  yang  baru  ada lah  bera lasan  hukum  untuk  

di t e r ima  ;

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  97  ayat  (8 )  dan  

ayat  (9 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  yang  

di rubah  kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  tahun  2009  

menentukan  bahwa :

Pasa l  97 :

Ayat (8 )

:

Dalam  hal  gugatan  dikabu l kan  maka  dalam  Putusan  
Pengad i l an  te rsebu t  dapat  d i te t apkan  kewaj i ban  yang  
harus  d i l akukan  oleh  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  
negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  
Negara  ;

Ayat (9 )

:

Kewaj iban  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (8 )  
berupa  :  

a. Pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  
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bersangku tan  ;  atau

b. Pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  
bersangku tan  dan  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha 
Negara  yang  baru  ;  atau

c. Penerb i t an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  da lam  hal  
gugatan  didasarkan  pada Pasa l  3 ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  penerb i t an  obyek  sengketa  

mengandung  cacat  admin is t r a s i ,  maka  te rhadap  tun tu tan  Para  

Penggugat  yang  memohon  agar  Pengad i l an  menyatakan  bata l  

ob jek  sengke ta  in  l i t i s  dan  memer in tahkan  untuk  mencabut  

Keputusan  a  quo  ada lah  bera lasan  menuru t  hukum dan  harus  

dikabu l kan ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  

Tergugat  d iper i n t ahkan  untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

yang  baru ,  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  te tap  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  pada  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  

dengan  mencantumkan  Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  

yang  memenuhi  persya ra tan  sebaga i  peser ta  pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  

maka sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam  Keten tuan  Pasal  97  

ayat  (9 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ada lah  bera lasan  hukum pula  untuk  d ikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  maka  Gugatan  Para  

Penggugat  dinya takan  te lah  dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  Gugatan  Para  Penggugat  te lah  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya ,  maka te rhadap  pe langgaran  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  sebaga imana  yang  di ten tukan  

oleh  Para  Penggugat  da lam  Gugatannya  t i dak  d ipe r t imbangkan  

lag i  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  te lah  dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya ,  maka te rhadap  

Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  52/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

Tangga l  15  November  2011  Tentang  Penetapan  Penundaan  

Hal .  65 dar i  68 Hal .  Putusan  No.  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan  Leb ih  Lan ju t  Daya  Ber lakunya  Objek  Sengketa ,  

harus lah  dikua tkan ,  sampai  Putusan  a quo  mempero leh  Putusan  

Pengad i l an  yang berkekua tan  hukum te tap  ;

Menimbang,  bahwa  bukt i - bukt i  sura t  maupun  kete rangan  

saks i  yang  dia j ukan  oleh  Para  Pihak  d i  pers idangan  yang  

t i dak  ada  re levans inya  dan  t i dak  di  per t imbangkan  dalam 

per t imbangan  hukum  a  quo ,  d ianggap  te l ah  dikesampingkan  

namun te tap  menjad i  bag ian  dalam berkas  perkara  in  l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

te lah  dikabu l kan  se lu ruhnya ,  maka  dengan  berpedoman  pada 

keten tuan  Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Tergugat  d ibeban kan 

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  d i t e ntu kan 

dalam amar  Putusan  in i  ;  

Memperhat i kan  keten tuan  Pasa l - Pasal  da lam Undang- Undang  

Nomor  :  51 Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010 ,  ser ta  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  la i nnya  yang  bersangku tan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M E N G A D I  L I   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM   PENUNDAAN     :

Menguatkan  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

52/G.TUN/2011/PTUN.JPR  Tangga l  15  November  2011  Tentang  

Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Leb ih  Lan ju t  Daya 

Ber lakunya  Objek  Sengketa  ;  

DALAM   POKOK   SENGKETA :

1. Mengabulkan  Gugatan  Para  Penggugat  Untuk  Seluruhnya ;

2. Menyatakan  Bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  2011,  Tangga l  03 

November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan  Calon  
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Mat er ai  + t t dt t d

Waki l  Bupat i  Yang Dinya takan  Lulus  Dan Tidak  Lulus ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  Untuk  Mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  

2011,  Tangga l  03  November  2011,  Tentang  Penetapan  Calon  

Bupat i  Dan Calon  Waki l  Bupat i  Yang  Dinya takan  Lulus  Dan 

Tidak  Lulus ;

4. Memer in tahkan  Tergugat  Untuk  Menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Yang  Baru ,  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Tetap  Bupat i  

Dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Pada  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  

Tahun  2011  Dengan  Mencantumkan  Para  Penggugat  Sebagai  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi lu  Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  Tahun 2011;

5. Menghukum Tergugat  Untuk  Membayar  Biaya  Perkara  Sebesar  

RP.  142.000 , -  (Sera tus  Empat  Puluh  Dua Ribu  Rupiah)  ;

Demik ian  d ipu tuskan  da lam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada har i  Senin ,  

tangga l  12  Desember  2011  yang  te rd i r i  dar i  JAMRES SARAAN, 

S.H.  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  se laku  

Hakim Ketua  Maje l i s ,  YUSUF NGONGO, S.H.  dan   MOHAMMAD IRFAN 

TAHIR,  S.H. ,  masing- masing  se laku  Hakim  Anggota ,  Putusan  

mana  d iucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  umum pada  

har i  i t u  juga  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dengan  diban tu  

oleh  ROY E.  PARIARIBO,  S.H.  se laku  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  dihad i r i  o leh  

Kuasa Para  Penggugat  dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H. JAMRES SARAAN, S.H.
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t td

 MOHAMMAD IRFAN  TAHIR,  S.H.    PANITERA PENGGANTI,

t td

ROY E.  PARIARIBO,  S.H.

Per inc i an  Biaya  Perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1
.

Biaya  Pendaf ta ran  Permohonan  
Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp 30.000 , -

2
.

Biaya  
Panggi l an   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp 90.000 , -

3
.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp 12.000 , -

4
.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp 10.000 , -

J U M L A H Rp 142.000 , -

                  (Sera tus  Empat  

Puluh  Dua Ribu  Rupiah)
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